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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Umum 

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 

Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa  Indonesia. 

Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan 

nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa 

nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi 

rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap 

menggunakan ketentuan transliterasi ini 

B. Konsonan 

 dl = ع Tidak Dilambangkan = ا

 th = ؽ B = ة

 dh = ظ T = د

 koma menghadap keatas)„ = ع Ts = س

 gh = غ J = ط

 f = ف H = ػ

 q = ق Kh = ؿ

 k = ن D = ك

 l = ي Dz = م

 R َ = m = ه

 Z ْ = n = ى

ً = S و = w 
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ـ٘ Sy = ش  = h 

 Sh ٌ = y = ص

 

Hamzah (ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di 

awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak 

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka 

dilambangkan dengan tanda koma di atas (‟), berbalik dengan koma („) untuk 

pengganti lambang “ع”. 

C. Vokal, Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan 

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal (a) panjang = Â Misalnya  لبي Menjadi qâla 

Vokal (i) panjang = Î Misalnya  ًُل Menjadi qîla 

Vokal (u) panjang = Û Misalnya ْكو  Menjadi dûna 

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan 

“î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah 

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong (aw) =  ىى  Misalnya لىي Menjadi Qawlun 

Diftong (ay) = ذُِ  Misalnya فير Menjadi Khayrun 
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D. Ta’ Marbûthah (ة) 

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 

kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya  ٌٍّلهسخ اٌوسبٌخ   menjadi 

al-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 

terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya 

menjadi  الله هحمخ فى   fi rahmatillâh. 

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah 

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di 

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.  

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:  

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …  

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan…  

3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun 

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan 

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan 

nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, 

tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. 
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ABSTRAK  

Mochammad Nur Rochim, NIM 17210070, 2021. Problematika Perubahan Umur 

Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Skripsi. Program Studi 

Hukum Keluarga Islam,  Fakultas Syari‟ah, Universitas Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, S. H., M.Hum 

Kata Kunci: Problematika, Perubahan Umur Perkawinan, dispensasi perkawinan. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah direvisi 

oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disahkan pada 14 Oktober 2019 

dengan isi perubahan batas umur perkawinan pada Pasal 7 yang asalnya 16 tahun bagi 

perempuan menjadi 19 tahun. Adanya perubahan tersebut telah berpengaruh terhadap 

suasana Peradilan Agama selaku lembaga yang berwewenang menegakkan keadilan 

dalam perkara perkawinan, khususnya perkara dispensasi perkawinan. 

Tujuan dari penelitian ini, pertama, mengetahui apasaja dampak perubahan 

umur perkawinan yang terjadi pasca berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 

2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kedua mengetahui apasaja upaya  

dalam menangani problematika perubahan umur perkawinan di Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris 

dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder yang secara menyeluruh 

terkait dengan problematika perubahan umur perkawinan dan dispensasi perkawinan. 

Adapun medode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan 

dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan datanya berupa editing, classifying, 

verifying, analyzing, dan concluding. 

Hasil penelitian ini: 1) terjadinya peningkatan yang signifikan perkara 

dispensasi kawin yang masuk dengan sebab ketidaktahuan masyarakat tentang 

regulasi terbaru dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih terdapat 

beberapa tradisi masyarakat yang dapat mempengaruhi intensitas perkara yang masuk 

ke Pengadilan Agama. Kedua, kesulitan dalam mengkondisikan menolak 

memberikan dispensasi kawin oleh hakim yang disebabkan karena tingkat pendidikan 

masyarakat plosok pedesaan yang rendah sehingga sulit dalam menasehati dan juga 

karena sebab telah hamil duluan. 2) upaya dan solusi pada problem pertama,  telah 

dibentuk suatu forum penyuluhan hukum di pemda oleh pihak Pengadilan Agama dan 

menurut pandangan hakim karena regulasi masih baru maka perlu adanya masa 

transisi agar masyarakat dapat terbiasa. Untuk problem kedua, telah dilakukan upaya 

memperketat persyaratan dalam mengajukan dispensasi kawin dimana hal tersebut 

telah sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019. 
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ABSTRACT 

Mochammad Nur Rochim, NIM 17210070, 2021. Problems of Change in Age of 

Marriage after the enactment of Law Number 16 of 2019 (Study at the 

Malang Regency Religious Court). Thesis. Department of Islamic Family 

Law, Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of 

Malang. Advisor: Musleh Herry, S. H., M.Hum 

Keywords: Problems, Age Change of Marriage, Marriage Dispensation. 

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has been revised by Law 

Number 16 of 2019 which was passed on October 14, 2019, with the contents of the 

change in the age limit of marriage in Article 7 which is originally 16 years for 

women to 19 years. This change has affected the atmosphere of the Religious Courts 

as the institution with the authority to uphold justice in marriage cases, especially in 

cases of marriage dispensation. 

The objectives of this study are, first, to find out what are the impacts of 

changing the age of marriage that occurred after the enactment of Law Number 16 of 

2019 at the Malang Regency Religious Court. Second, knowing any efforts or 

solutions in dealing with the problems of changing the age of marriage at the Malang 

Regency Religious Court.This research is included in the type of empirical legal 

research using the sociology of law approach. The data sources used in this study are 

primary data and secondary data which are comprehensively related to the problems 

of changing the age of marriage and marriage dispensation. The data collection 

methods used were interviews and documentation. Meanwhile, the data processing 

methods are editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding. 

The results of this study are: 1) there is a significant increase in cases of the 

dispensation of marriage that enter due to public ignorance of the latest regulations 

and lack of public legal awareness, and are also influenced by several traditions about 

good and bad times to have a marriage still developing in society. Second, difficulties 

in conditions for refusing to grant dispensation to marriage by judges due to the low 

level of education of rural communities making it difficult to advise and also because 

they were pregnant beforehand. 2) efforts and solutions to the first problem, a forum 

for legal counseling have been established in the regional government by the 

Religious Courts and according to the judge's view, because the regulations are still 

new, there is a need for a transition period so that the public can get used to it. For the 

second problem, efforts have been made to tighten the requirements in applying for 

dispensation of marriage where is by following with Perma No. 5 of 2019. 
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 ملخص البحث

. ِشبوً اٌزغُير في سٓ اٌيواط ثعل سٓ اٌمبٔىْ هلُ 2021،  17210070 هؽُُ ، محّل ٔىه ,
)كهاسخ في محىّخ ِبلأظ هيجٕسٍ اٌلَُٕخ(. . اٌجؾش الجبِعٍ. لسُ الأؽىاي  9162ٌعبَ  61

اٌشقظُخ, وٍُخ اٌشوَعخ, عبِعخ ِىلأب ِبٌه إثواُُ٘ الإسلاُِخ الحىىُِخ ِبلأظ. المشوف: ِظٍؼ 
 المبعسزير.٘يرٌ ، 

 شبوً ، رغُير سٓ اٌيواط ، إعفبء اٌيواط.ِ اٌىٍّبد اٌوئُسُخ:

 9162ٌعبَ  61ثشأْ اٌيواط بمىعت اٌمبٔىْ هلُ  6291ٌعبَ  6تم رٕمُؼ اٌمبٔىْ هلُ 
 9ِع محزىَبد اٌزغُير في الحل الأكنى ٌسٓ اٌيواط في المبكح  9162أوزىثو  61اٌنٌ تم تموَوٖ في 

ِّب ٌٍٕسبء إلى  61واٌنٌ وبْ في الأطً  ِّب. ول 62عب ل أصو ٘نا اٌزغُير عًٍ عى المحبوُ اٌلَُٕخ عب
 ثظفزهب المؤسسخ اٌتي رزّزع ثسٍطخ تحمُك اٌعلاٌخ في لؼبَب اٌيواط ، وفبطخ في ؽبلاد إعفبء اٌيواط.

رغُير سٓ اٌيواط اٌتي ؽلصذ ثعل سٓ رأصيررزؼّٓ أ٘لاف ٘نٖ اٌلهاسخ ، أولًا ، في ِعوفخ 
هيجٕسٍ اٌلَُٕخ. صبُّٔب ، ِعوفخ أٌ عهىك أو ؽٍىي في محىّخ ِبلأظ  9162ٌعبَ  61اٌمبٔىْ هلُ 

 ٌٍزعبًِ ِع ِشبوً رغُير سٓ اٌيواط في محىّخ ِبلأظ هيجٕسٍ اٌلَُٕخ.

تم رؼّين ٘نا اٌجؾش في ٔىع اٌجؾش اٌمبٔىني اٌزغوَبي ثبسزقلاَ ِٕهظ عٍُ اعزّبع 
ٔبد صبٔىَخ ِورجطخ ثشىً اٌمبٔىْ. ِظبكه اٌجُبٔبد المسزقلِخ في ٘نٖ اٌلهاسخ ٍ٘ ثُبٔبد أوٌُخ وثُب

شبًِ بمشىلاد رغُير سٓ اٌيواط وإعفبء اٌيواط. وبٔذ طوق جمع اٌجُبٔبد المسزقلِخ ٍ٘ 
الممبثلاد واٌزىصُك. وفي اٌىلذ ٔفسٗ ، فئْ طوق ِعبلجخ اٌجُبٔبد ٍ٘ اٌزؾوَو واٌزظُٕف واٌزؾمك 

 واٌزؾًٍُ والاسزٕزبط.

في ؽبلاد الإعفبء ِٓ اٌيواط اٌتي رلفً ( ٕ٘بن ىَبكح ٍِؾىظخ 6ؤزبئظ ٘نٖ اٌلهاسخ ٍ٘: 
ثسجت الجهً اٌعبَ ثأؽلس اٌٍىائؼ ؤمض اٌىعٍ اٌمبٔىني اٌعبَ ، ورزأصو بهب أَؼّب ثعلح اٌزمبٌُل ؽىي 
الأولبد الجُلح واٌسُئخ لإعواء اٌيواط اٌتي لا رياي رزطىه في المجزّع. صبُٔبً ، اٌظعىثبد في ظووف 

اٌمؼبح ثسجت المسزىي اٌزعٍٍُّ المٕقفغ ٌٍّغزّعبد اٌوَفُخ هفغ ِٕؼ إعفبء ِٓ اٌيواط ِٓ لجً 
ٓٓ ؽىاًِ ِسجمًب.  ( عهىك وإيجبك ؽٍىي 9ؽتى طبه ثنٌه اٌظعت في رملنً المشىهح وونٌه لأنهٓ و
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ٌٍّشىٍخ الأولى ، فمل تم إٔشبء ِٕزلي ٌلإهشبك اٌمبٔىني في ؽىىِخ الإلٍُُ ِٓ لجً المحبوُ اٌلَُٕخ ، 
ْ اٌٍىائؼ ِب ىاٌذ علَلح ، ٌنٌه ٕ٘بن ؽبعخ ٌفزوح أزمبٌُخ بحُش مكىٓ وبحست هأٌ اٌمبػٍ ، لأ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tepatnya didalam Pasal 1 telah 

terdapat penjelasan tentang dimaksud dengan perkawinan. Perkawinan yaitu 

sebuah ikatan dalam bentuk lahiriyah maupun batiniyah yang terjadi antara 

seorang pria dengan seorang wanita. Tujuannya adalah membentuk hubungan 

suami istri dengan harapan dapat menciptakan keluarga yang hidup bahagia dan 

sejahtera dengan berdasarkan atas kuasa Tuhanan Yang Maha Esa.
1
 Ketika 

menyatukan kedua pribadi tersebut dalam suatu ikatan perkawinan, maka akan 

memiliki kekuatan hukum dalam Islam. Sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak 

menutup kemungkinan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul, baik 

dalam proses menuju perkawinannya maupun setelah perkawinan dilaksanakan di 

dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karenanya perkawinan disebut 

juga sebagai penyatuan terhadap dua pribadi yang berbeda.
2
 

Perlu adanya persiapan yang matang dalam mewujudkan tujuan dari 

pernikahan dari masing-masing kedua pihak calon suami maupun istri. 

Diantaranya mulai dari segi ekonominya, jasmani dan rohaninya, maupun dari segi 

psikis dan mentalnya. Peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa perlu 

adanya persetujuan dari kedua pihak serta harus mempunyai 

                                                           
1
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

2
 Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN Maliki Press, 2014). 100. 
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kematangan dan kesiapan yang cukup dalam berumah tangga ketika melakukan 

suatu perkawinan. Kebutuhan akan kematangan dan kesiapan tersebutlah yang 

mendorong adanya pembatasan umur perkawinan. Diperbolehkannya seseorang 

melaksanakan perkawinan adalah dengan menggunakan tolak ukur batasan umur 

yang telah mencukupi, yakni sebagaimana telah diatur Undang-Undang 

Perkawinan.
3
 

Salah satu cangkupan permasalahan perkawinan ialah mengenai dispensasi 

perkawinan. Dispensasi kawin adalah perkawinan atas keputusan pengadilan yang 

berada dalam keadaan khusus, yakni ketika baik calon laki-laki dan/ataupun calon 

perempuan yang masih keadaan dibawah umur, mereka belum diperbolehkan oleh 

peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk melaksanakan suatu 

Perkawinan.
4
 Adapun dalam peraturan dijelaskan bahwa orang tua calon mempelai 

laki-laki atau perempuan dapat melakukan pengajuan permohonan dispensasi 

perkawinan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah pemohon agar anak-

anak mereka yang masih berada dibawah umur atau belum mencapai batas umur 

dalam peraturan perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dapat 

diberi penetapan berupa dispensasi perkawinan dengan menggunakan alasan 

berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak. Arti kata dispensasi sendiri 

merupakan sebuah pengecualian khusus terhadap ketentuan peraturan undang-

undang yang mana pada awalnya harus berlaku secara formil kemudian menjadi 

                                                           
3
 Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama 

Yogyakarta Tahun 2010 -2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", Al-Ahwal, 10.2 (2017), 

178. 
4
 Nur Lailah Ahmad and Witriani, "Dispensasi Kawin Dan Penolakan Permohonan Di Pengadilan 

Agama Wates", Nilai-Nilai Budaya Dan Keadilan Bagi Perempuan Di Pengadilan Agama Indonesia: 

Praktek Terbaik, 67. 
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tidak dan mendapat dispensasi karenanya dikarenakan adanya beberapa alasan 

atau keadaan khusus lainya.  

Pengadilan Agama dalam proses melakukan penanganan terhadap suatu  

perkara permohonan dispensasi kawin, juga penuh dengan berbagai pertimbangan 

yang diambil saat akan memberikan penetapan. Bahkan kadang kala hakim sendiri 

berada dalam posisi dilema apakah menolak atau mengabulkan permohonan 

dispensasi  kawin tersebut. Pada satu sisi, jika mereka tidak mengabulkan 

permohonan yang pada umumnya karena alasan kehamilan, mereka akan dianggap 

tidak berpihak pada  kepentingan anak dalam kandungan. Sedangkan jika 

permohonan dikabulkan, para hakim dianggap berpihak kepada maraknya 

perkawinan anak.  

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada dasarnya merupakan 

salah satu dari peraturan di Indonesia yang mengatur tentang hukum perkawinan, 

dan salah satunya adalah dispensasi perkawinan. Terutama bagi masyarakat 

beragama Islam di Indonesia dimana telah melaksanakan Undang-Undang tersebut 

dengan nyaman karena dirasa Undang-Undang tentang perkawinan tersebut 

sejalan dan tidak memiliki pertentangan dari sisi manapun terhadap syari‟at 

Agama Islam. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang 

merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.1 Tahun 1974 tersebut.  

Namun lamban laun terdapat beberapa pihak yang merasa ada yang kurang 

sesuai dengan adanya Undang-Undang perkawinan tersebut khususnya bagi 

golongan perlindungan anak. Mereka berpendapat bahwa dalam UU No. 1 Tahun 

1974 tepatnya dalam Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan mengenai batasan umur 
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perkawinan bagi laki-laki ketika telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi 

perempuan ketika telah berumur 16 (enam belas) tahun dalam keadaan tersebut 

barulah diperbolehkan melaksanaan perkawinan dianggap tidak efisien. Menurut 

mereka, adanya pengaturan seperti itu malah memberikan ruang peningkatan  

kemungkinan terjadinya perkawinan di usia dini bagi kaum perempuan, dengan 

merujuk pada UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tepatnya pada 

Pasal 1 angka 1 tentang penjelasan mengenai definisi dari seorang anak yakni 

merupakan seseorang yang masih berada di bawah umur atau belum mencapai 

umur  18 (delapan belas) tahun.
5
  

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 merupakan hari di mana terjadi 

pengesahan dari Presiden Republik Indonesia terhadap UU No. 16 Tahun 2019. Isi 

dari perubahan Undang-Undang tersebut adalah untuk mengganti Pasal 7 dari UU 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat 1 yang awalnya menyatakan 

bahwa seorang diperbolehkan menikah manakala calon laki-laki telah berumur 19 

tahun dan bagi calon perempuan telah berumur 16 tahun, kemudian dirubah 

menjadi disamakan yakni 19 tahun baik untuk calon laki-laki maupun untuk calon 

perempuan.  

Adanya perubahan tersebut diharapkan dapat menjadikan perubahan pada 

suasana pernikahan di Indonesia khususnya masalah perkawinan dini. Selain itu 

dengan tujuan agar pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tersebut berjalan lancar, 

Mahkamah Agung juga menerbitkan pengaturan dalam hal administrasi untuk 

                                                           
5
 https://www.pa-

tangerangkota.go.id/adil/Artikel/MAKALAH%20UU%20NO.16%20TH.%202019.pdf di akses pada 

07 Februari 2021. 

https://www.pa-tangerangkota.go.id/adil/Artikel/MAKALAH%20UU%20NO.16%20TH.%202019.pdf
https://www.pa-tangerangkota.go.id/adil/Artikel/MAKALAH%20UU%20NO.16%20TH.%202019.pdf
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dispensasi kawin yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 

tahun 2019 yang berisi tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 

Kawin. Penerbitan peraturan tersebut memberikan dorongan bagi para hakim 

supaya tidak mudah untuk menetapkan dan memberikan amar pengabulan 

dispensasi kawin. Kemudian dengan adanya Peraturan tersebut menunjukkan 

adanya bentuk nyata dari pengekangan dan pembatasan terhadap dispensasi kawin 

meskipun masih ada peluang dengan adanya kewenangan pemberian dispensasi 

oleh Pengadilan.
6
 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai tempat bagi masyarakat 

dalam mencari keadilan yang mana memiliki cakupan teritorial yang luas yakni 

mencapai hingga 33 kecamatan. Cakupan wilayah tersebut menjadikan salah satu 

lembaga peradilan tingkat pertama tersebut memiliki banyak kasus yang harus di 

tangani, khususnya permasalahan dispensasi umur nikah. Adanya UU No. 16 

Tahun 2019 memberikan suasana baru bagi Lembaga Peradilan tersebut 

khususnya bagi para hakim dalam menangani kasus Dispensasi Kawin sebagai 

bentuk dan perwujudan dari implementasi peraturan tentang perubahan batas umur 

perkawinan tersebut. 

Adanya perubahan batas umur perkawinan tersebut memunculkan berbagai 

problematika,  khususnya problem bagi pengadilan sebagai tempat bagi 

masyarakat dalam mencari keadilan. Adapun salah satu isu problem yang peneliti 

temukan adalah meningkatnya intensitas perkara permohonan dispensasi yang 

                                                           
6
 Muhammad Fajri, „Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat‟, Al - 

Qa Da U, 7.1 (2020).  65. 
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masuk di Pengadilan Agama. Tercatat dalam statistik perkara yang didapat peneliti 

dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai kasus dispensasi perkawinan 

yang masuk bahwa telah mengalami kenaikan semenjak adanya UU Nomor 16 

Tahun 2019 tersebut. Perkara dispensasi kawin yang masuk di tahun 2019 hingga 

Juni 2020 mencapai 600-800 kasus yang mana jumlah tersebut dua kali lipat lebih 

tinggi dari tahun sebelumnya yakni tahun 2017-2018 yang hanya sekitar 200-400 

kasus. Berdasarkan latarbelakang tersebut, peneliti kemudian memiliki 

ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “Problematika 

Perubahan Umur Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  

(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” 

B. Rumusan Masalah 

Setelah pemaparan latar belakang diatas maka peneliti kemudian 

merumuskan permasalahan yang akan diteliti yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah dampak dari perubahan umur perkawinan pasca berlakunya 

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang? 

2. Bagaimanakah upaya dalam menangani problematika perubahan umur 

perkawinan pasca berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 di 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apasaja dampak perubahan umur perkawinan pasca berlakunya 

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang. 
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2. Mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani problematika perubahan 

umur perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adanya penyusunan skripsi ini bahwa peneliti berharap dapat bermanfaat 

baik untuk peneliti sendiri maupun untuk masyarakat, khususnya bagi masyarakat 

yang berada di Pengadilan Agama. Adapun terdapat dua manfaat dalam penelitian 

ini, yakni secara teoritis dan secara praktis.  

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini semoga dapat menyumbangkan sedikit pengetahuan 

terhadap bidang ilmu pengetahuan dalam perkembangannya, terkhusus pada 

aspek pengetahuan tentang batasan umur perkawinan baik di masyarakat 

maupun di lingkup Pengadilan Agama. 

b. Manfaat Praktis 

Kemudian unutk manfaat praktis yakni pertama, diharapkan masyarakat 

dapat memahami dan kemudian mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 

2019, terkhusus pada masyarakat di lingkungan Pengadilan Agama. Kedua, 

semoha penelitian ini juga dapat memeudahkan serta bermanfaat bagi para 

peneliti selanjutnya yang juga ingin membahas mengenai UU terbaru tersebut.  

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional ialah kumpulan dari beberapa kata kunci dari suatu 

penelitian yang digunakan untuk memperjelas makna dari suatu kata supaya tidak 
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ada perbedaan penafsiran dari setiap individu ketika memahami judul dan isi dari 

pembahasan. Berikut adalah beberapa kata yang perlu ditafsirkan:  

1. Dispensasi Kawin : merupakan bentuk pemberian izin perkawinan atas 

keputusan pengadilan agar calon mempelai laki-laki atau perempuan yang 

masih belum cukup umur bisa melaksanakan pernikahan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.
7
 

2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 : merupakan peraturan yang hanya 

berisi satu pasal yakni perubahan dari Pasal 7 pada UU No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. 

F. Sistematika Penulisan  

Rangkaian urutan pembahasan dalam suatu penelitian karya ilmiah 

disebut dengan sistematika penulisan. Kaitannya penelitian ini ialah dalam isi 

karya ilmiah ini terdiri dari total lima bab, yang telah tersusu dengan sistematis 

diantaranya : Bab I : berisi pendahuluan dengan meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika 

penulisan. Bab II : Berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari penelitian 

terdahulu lalu disambung dengan kerangka teori atau landasan teori. Bab ini 

menjelaskan mengenai beberapa teori yang terkait dengan penelitian peneliti. 

Bab III : berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam skripsi 

ini diantaranya tentang jenis penelitian yang digunakan, pendekatan dalam 

melaksanakan penelitian, lokasi atau tempat penelitian dilaksanakan , jenis dan 

                                                           
7
 Nur Lailah Ahmad and Witriani, „Dispensasi Kawin Dan Penolakan Permohonan Di Pengadilan 

Agama Wates‟, Nilai-Nilai Budaya Dan Keadilan Bagi Perempuan Di Pengadilan Agama Indonesia: 

Praktek Terbaik. 
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sumber data yang digunakan, metode dalam mengumpulkan data,  dan terakhir 

metode dari pengolahan data yang telah didapat. Bab IV : Berisi tentang analisi 

dan paparan data yang merupakan inti dari penelitian ini, yang mana akan 

dilakukan pembahasan tentang baik problematika, kemudian dampak yang 

ditimbulkan, serta upaya atau solusi dari problematika perubahan umur 

perkawinan pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. Bab V : merupakan bab 

penutup yang akan di isi dengan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Peneliti telah mengkaji beberapa karya tulis yang juga telah membahas 

mengenai pengaturan umur perkawinan. Berikut adalah beberapa penelitian 

terdahulu yang mana juga membahas mengenai pengaturan umur perkawinan 

yakni: Pertama, skripsi dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 

yang bernama Hotmartua Nasution
8
 dengan judul “Pembaharuan Hukum 

Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Study Atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan)". Dalam skripsi tersebut, peneliti membahas 

mengenai sejarah dari pembaharuan hukum Islam di Indonesia tentang batas usia 

perkawinan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XI/2017.  

Adapun jenis yang penelitian yang digunakan oleh Nasution ialah metode 

penelitian kualitatif dengan menggabungkan metode library research. Pendekatan 

yang digunakan ialah pendekatan sejarah hukum yang mana data primer 

terkumpul ialah lewat studi dokumen. Persamaan dari penelitian Nasution dengan 

penelitian milik peneliti adalah pada lingkup pembahasannya yakni mengenai 

hukum Islam tentang umur perkawinan di Indonesia.  

                                                           
8
 Hotmartua Nasution, „Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia 

(Study Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan)‟, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019. 
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Perbedaan penelitian Nasution dengan penelitian peneliti adalah dimana 

penelitian Nasution fokus membahas mengenai sejarah dari pembaharuan hukum 

Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia melalui Putusan Nomor 

22/PUU-XI/2017. Sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai  

problematika, dampak, serta upaya atau solusi dari adanya perubahan umur 

Perkawinan pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang. 

Kedua, skripsi dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta yang bernama Miladiyah
9
 dengan judul “Batas Usia 

Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia-Malaysia)”. 

Dalam penelitian tersebut membahas dan mengupas tentang perbandingan batas 

minimal dari usia perkawinan pada hukum dua negara, yakni hukum Negara 

Indonesia dan hukum Negara Malaysia. 

Persamaan antara penelitian dari peneliti Miladiyah dengan penelitian 

peneliti ialah dari segi pembahasan dimana sama membahas mengenai hukum 

batas usia perkawinan. Adapun perbedaannya ialah bahwa penelitian Miladiyah 

lebih fokus meneliti mengenai perbandingan batas minimal dari usia perkawinan 

pada hukum dua negara, yakni hukum Negara Indonesia dan hukum Negara 

Malaysia. Sedangkan penelitian ini fokus pembahasannya mengenai 

problematika, dampak, hingga upaya atau solusi dari adanya perubahan umur 

perkawinan pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. Kemudian medote 

                                                           
9
 Miladiyah, „Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara ( Studi Perbandingan Indonesia-

Malaysia )‟, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. 
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penelitian yang digunakan juga berbeda, untuk penelitian Miladiyah memakai 

metode hukum normatif sedangkan penelitian milik peneliti memakai metode 

empiris. 

Ketiga, skripsi dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang 

bernama Gusti Nadya Nurhalisa
10

 dengan judul “Pengaruh kenaikan batas usia 

pernikahan bagi perempuan terhadap peningkatan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Sampit” . pembahasan yang diteliti dalam penlitian ini 

berfokus kepada pengaruh dari Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mana 

merubah batasan usia perkawinan bagi perempuan dari umur 16 tahun menjadi 

umur 19 tahun terhadap peningkatan dispensasi kawin serta meneliti mengenai 

landasan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin. 

Persamaan dari penelitian Nurhalisa dengan penelitian peneliti adalah 

dimana sama membahas mengenai hukum usia perkawinan yang diatur dalam UU 

Nomor 16 Tahun 2019. Adapun perbedaannya ialah dari segi fokus pembahasan 

dimana penelitian Nurhalisa lebih fokus kepada pengaruh UU Nomor 16 Tahun 

2019 terhadap peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sampit serta 

landasan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan 

Agama Sampit. Sedangkan penelitian milik peneliti lebih berfokus pada 

penelitian tentang problematika dari adanya perubahan umur perkawinan, serta 

upaya atau solusi dalam menangani problematika perubahan umur perkawinan 

                                                           
10

 Gusti Nadya Nurhalisa, „Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap 

Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit‟, Skripsi Universitas Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2020. 
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dalam Undang-Undang tersebut yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang. 

Demi memudahkan dalam memaham penelitian terdahulu, bisa dilihat dari 

tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Skripsi Persamaan Perbedaan 

1 Hotmartua 

Nasution, 

Pembaharuan 

Hukum Keluarga 

Islam Tentang Usia 

Perkawinan Di 

Indonesia (Study 

Atas Undang-

Undang Nomor 16 

Tahun 2019 

Tentang Perubahan 

Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang 

Perkawinan)". 

Membahas mengenai 

permasalahan hukum 

Islam tentang usia 

perkawinan di Indonesia 

yang diatur dalam UU 

No. 16 Tahun 2019. 

Fokus 

pembahasan 

mengenai sejarah 

dari pembaharuan 

hukum Islam di 

Indonesia tentang 

batas usia 

perkawinan 

melalui Putusan 

Nomor 22/PUU-

XI/2017. 

Sedangkan 

penelitian dari 

peneliti 

membahas 

problematika  

2 Miladiyah, Batas 

Usia Perkawinan 

Menurut Hukum 

Negara (Studi 

Perbandingan 

Indonesia-

Malaysia ) 

Membahas mengenai 

permasalahan hukum 

Islam tentang batas usia 

perkawinan. 

Fokus 

Pembahasan 

perbandingan 

batas minimal 

dari usia 

perkawinan pada 

hukum dua 

negara, yakni 

hukum Negara 

Indonesia dan 

hukum Negara 

Malaysia. 

3 Gusti Nadya 

Nurhalisa, 

Membahas mengenai 

hukum Islam tentang 

Fokus 

pembahasan 
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Pengaruh kenaikan 

batas usia 

pernikahan bagi 

perempuan 

terhadap 

peningkatan 

dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama 

Sampit 

batas usia perkawinan 

yang diatur dalam UU 

No. 16 Tahun 2019. 

mengenai 

pengaruh UU No. 

16 Tahun 2019 

terhadap 

peningkatan 

dispensasi kawin 

di Pengadilan 

Agama Sampit 

serta landasan 

hakim dalam 

mengabulkan 

dispensasi kawin 

 

B. Kerangka Teori 

a. Problematika 

Jika kita merujuk pada bahasa Inggris, dalam kamus Inggris-Indonesia 

arti kata dari problematic adalah masalah atau persoalan.
11

  Sebbuah masalah 

berarti suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya karena jika 

tidak akan berdampak buruk, kemudian dengan adanya solusi akan tercapai 

keadaan yang lebih bagus. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan 

bahwa problematik juga mempunyai makna masih menimbulkan 

permasalahan, hal yang masih belum terpecahkan, dan sebuah 

permasalahan.
12

 

Jadi arti dari kata problematika ialah suatu permasalahan atau persoalan 

yang mana akan memiliki dampak buruk dan jika tidak dicarikan solusinya 

atau dipecahkan maka akan menghambat dalam mencapai tujuan tertentu. 

b. Dispensasi 

                                                           
11

 John M. Echols and Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2000). 440. 
12

 https://kbbi.web.id/problematik diakses pada 07 Februari 2021. 

https://kbbi.web.id/problematik
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Secara etimologi dispensasi berasal dari kata dispansare yang 

bermakna membagi. Adapun dalam bahasa inggris yakni dispensation 

bermakna pengecualian, pembebasan, atau potongan.
13

 Dispensasi ialah  

sebuah keputusan yang dilakukan oleh negara dengan memberi kebebasan 

dari suatu Undang Undang yang sedang  berlaku di wilayah tersebut. Telah 

dijelaskan menurut KBBI bahwa arti kata dispensasi ialah pengecualian 

terhadap suatu aturan yang berlaku karena terdapat suatu pertimbangan 

tersendiri dan khusus, pembebasan terhadap kewajiban tertentu atau bisa juga 

diartikan sebagai sebuah larangan.
14

 

Adapun dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dijelasakan pula mengenai 

arti dispensasi yakni suatu keputusan yang diberikan sebagai bentuk 

persetujuan dari pejabat pemerintah yang berwewenang terhadap  

permohonan masyarakat yang hal tersebut juga merupakan pengecualian suatu  

perintah atau larangan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
15

 

c. Dispensasi Kawin 

1) Pengertian 

Kata dispensasi bermakna penyimpangan atau pengecualian 

terhadap suatu aturan.
16

 Adapun kata kawin menurut KBBI bermakna 

pembentukan sebuah keluarga antara lawan jenis yakni laki-laki dan 

                                                           
13

 https://pa-tangerangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/08/MAKALAH-UU-NO.16-TH.-2019 

diakses pada 07 Februari 2021. 
14

 https://kbbi.web.id/dispensasi diakses pada 07 Februari 2021. 
15

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. 
16

 R. Subekti and R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum (Jakarta: PT.Pradnya Paramitha, 1996), 36. 

https://pa-tangerangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/08/MAKALAH-UU-NO.16-TH.-2019.pdf
https://kbbi.web.id/dispensasi


16 
 

 
 

perempuan yang kemudian disebut bersuami, atau beristri. Jadi jika 

digabungkan antara pengertian dari dua kata tersebut maka yang dimaksud 

dengan dispensasi kawin adalah pengecualian terhadap suatu aturan yakni 

dalam pernikahan yang mana memberikan keringanan berupa kebolehan 

seseorang yang belum mencapai syarat umur pernikahan untuk 

melaksanakan pernikahan  berdasarkan alasan tertentu. 

Dispensasi kawin merupakan bentuk pemberian izin perkawinan 

atas keputusan pengadilan agar calon laki-laki atau calon perempuan yang 

masih belum memenuhi kriteria umur yang ditetapkan peraturan yang 

berlaku supaya bisa melaksanakan perkawinan.
17

 Dispensasi merupakan 

pengecualian khusus pada ketentuan hukum atau Undang-undang yang 

awalnya berlaku secara formil dikarenakan terdapat beberapa hal khusus 

atau keadaan tertentu lainnya. 

Didalam sebuah pernikahan dituntut adanya sebuah kedewasaan 

dari masing-masing calon mempelai suami istri yang bertujuan supaya 

terwujud sebuah keluarga yang sejahtera. Oleh karenanya terdapat 

persyaratan khusus ketika akan melaksanakan perkawinan yakni batas 

umur dari masing-masing calon mempelai. Hal tersebut mulanya diatur 

oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada Pasal 7 ayat (1) dengan 

batas umur 19 tahun untuk laki-laki dan umur 16 tahun untuk 

                                                           
17

 Nur Lailah Ahmad and Witriani, „Dispensasi Kawin Dan Penolakan Permohonan Di Pengadilan 

Agama Wates‟, Nilai-Nilai Budaya Dan Keadilan Bagi Perempuan Di Pengadilan Agama Indonesia: 

Praktek Terbaik. 
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perempuan.
18

 Kemudian terdapat perubahan oleh Undang-Undang terbaru 

yakni UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan batas sama-sama berumur 19 

tahun untuk calon laki-laki maupun calon perempuan. 

Namun dalam hal dan kasus tertentu terkadang perlu menyamakan 

antara seorang yang masih belum cukup umur dengan seorang yang telah 

dewasa dalam hal umur. Dengan tujuan agar anak yang belum cukup umur 

tersebut dapat lebih cepat bertindak dewasa dan mandiri dalam hal-hal 

tertentu. Maka dari itu dalam hukum pernikahan terdapat pengecualian 

yang mana bisa memeberi keringanan berupa menyamakan umur antara 

seorang yang belum cukup umur untuk menikah dengan seorang yang 

telah dewasa atau cukup umur,  dan hal ini disebut dengan dispensasi 

kawin.     

2) Dasar hukum  

Dispensasi Kawin mempunyai ketentuan hukum yang mengaturnya. 

Hal tersebut tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) 

dengan penjelasan bahwa bagi siapapun yang telah menyimpang dari 

syarat usia pernikahan yaitu pada ayat (1), maka diperbolehkan meminta 

dispensasi ke pengadilan dengan cara diajukan oleh orang tua anak yang 

belum cukup umur tersebut kepada pengadilan atau pejabat berwewenang 

yakni di Pengadilan Agama. Penyimpangan yang dimaksudkan pada ayat 

(1) tersebut yakni berisi tentang batasan umur dari diizinkannya 

                                                           
18

 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1991), h. 290. 
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perkawinan dilaksanakan ketika calon laki-laki telah berumur 19 dan 

calon perempuan berumur 16 tahun. 

Namun hal tersebut telah berubah dengan adanya pengesahan dan 

pemberlakuan Undang-Undang terbaru mengenai batas umur perkawinan  

yaitu UU No.16 tahun 2019 yang berisi tentang perubahan dari Pasal 7 

dari UU No.1 tahun 1974. Adapun perubahan pada Pasal 7 ayat (1) 

tersebut berbunyi bahwa batasan umur dari diizinkannya perkawinan 

dilaksanakan ialah ketika baik calon laki-laki maupun calon perempuan 

sama-sama telah  mencapai umur 19 tahun.  

Permenag Nomor 2 Tahun 1990 menegaskan dimana pada Pasal 1 

ayat (2) sub g menyatakan yang dimaksud dengan dispensasi adalah 

sebuah penetapan dari Pengadilan Agama yang ditujukan kepada calon 

laki-laki dan/atau calon perempuan yang akan menikah namun belum 

mencukupi umur untuk di berikan izin melaksanakan pernikahan. 

Kemudian dalam Pasal 13 ayat (3) dijelaskan juga bahwa ketika 

Pengadilan Agama telah melaksanakan pemeriksaan dalam undang-

undang dan kemudian mendapat kepastian bahwa ada hal-hal tertentu 

yang dengan hal tersebut dimungkinkan untuk diberikan dispensasi kawin, 

maka Pengadilan Agama akan memberi izin berupa dispensasi kawin 

dalam bentuk penetapan.  

3) Syarat-syarat 

Ketika seorang calon memepelai laki-laki atau calon mempelai 

perempuan yang dibawah umur menurut regulasi yang berlaku ingin 
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melaksanakan perkawinan, maka ia harus mencapat dispensasi kawin 

terlebih dahulu agar bisa di terbitkan buku nikah oleh pihak KUA dan 

artinya bisa menikah secara legal hukum. Adapun permohonan dispensasi 

kawin dapat diajukan orang tua calon mempelai dengan cara mengajukan 

permohonan tersebut ke Pengadilan Agama tempat domisili para 

pemohon.  

Adapun syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk dapat 

mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:
19

 

a) Surat permohonan. 

b) Fc ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih 

bersekolah. 

c) Fc KK. 

d) Fc KTP atau bisa juga dengan akta kelahiran anak dan/atau kartu 

identitas anak. 

e) Fc KTP atau bisa juga dengan akta kelahiran calon suami atau istri 

dan/atau kartu identitas anak.  

f) Fc KTP milik kedua orang tua atau wali. 

Bila mana syarat diatas tidak dapat dipenuhi baik sebagian atau 

seluruhnya, maka dapat diganti dengan dokumen lain yang bisa 

menerangkan baik identitas anak maupun identitas orang tua/wali anak 

tersebut.  

                                                           
19

 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. 
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Dalam proses pengajuan permohonan despensasi kawin dibutuhkan 

yang dinamakan dengan surat penolakan pernikahan calon mempelai dari 

pihak KUA agar dapat dijadikan dasar untuk mengajuka permohonan 

tersebut. Proses pertama dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan 

Agama adalah membuat surat permohonan yang mana terdiri dari 3 bagian 

yakni diantaranya : pertama identitas para pemohon dengan didalamnya 

terdapat penjelasan tentang identitas kedua calon mempelai yang akan 

melaksanakan pernikahan, kedua posita yaitu berisi alasan-alasan 

diajukannya permohonan dispensasi perkawinan oleh pihak pemohon ke 

Pengadilan Agama, dan terakhir berisi petitum atau inti dari permohonan 

yang ingin di ajukan oleh pihak pemohon.  

Setelah melakukan pendaftaran dengan disertai pembayaran biaya 

perkara, maka pihak Pengadilan Agama akan melakukan panggilan 

melalui juru sita kepada alamat para pemohon untuk menghadiri sidang 

dengan menghadirkan baik para calon mempelai yang akan menikah, wali 

yang mendampingi, dan bukti-bukti atau saksi dari para pemohon. 

4) Tujuan 

Pada dasarnya memberikan dispensasi kawin kepada calon 

mempelai baik pria maupun wanita yang masih dibawah umur yang mana 

akan melaksanakan perkawinan masihlah belum memenuhi syarat dari 

sahnya suatu perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan. Namun tujuan sebenarnya dari adanya dispensasi 
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dalam perkawinan seorang calon mempelai yang belum cukup umur 

adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia maka dispensasi 

tersebut barulah dapat di berikan. Tujuan dari pemberian dispensasi 

tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak buruk yang didapat oleh 

kedua calon mempelai dalam menjalani kehidupannya.  

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019  juga telah 

menjelaskan mengenai tujuan dari adanya dispensasi kawin diantaranya 

yakni:
20

 

(a) Menerapkan asas-asas yang terkandung dalam Pasal 2 yakni :  

 Persamaan di depan hukum,  

 Kepastian hukum. 

 Penghargaan atas pendapat anak,  

 Keadilan,  

 Penghargaan atas harkat dan mertabat manusia,  

 Kesetaraan gender,  

 Kepentingan terbaik bagi anak,  

 Non-diskriminasi,  

 Kemanfaatan,  

(b) Untuk terjaminnya sebuah sistem peradilan yang bersifat memberi 

perlindungan bagi  anak-anak dapat terlaksana 

(c) Untuk menelusuri dan mengidentifikasi terdapat atau tidaknya 

sebuah paksaan dalam proses mengajukan suatu dispensasi kawin 
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 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. 
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(d) Untuk terwujudnya standarisasi proses mengadili permohonan 

dispensasi kawin diseluruh  Pengadilan Agama di Indonesia   

5) Urgensi 

Pada dasarnya perkawinan di bawah umur adalah suatu hal yang 

buruk dan banyak membawa mudharat yang mana sering berakhir dengan 

sebuah perceraian, maka dari itu jenis perkawinan tersebut bagi 

masyarakat dianggap fenomena khusus. Adapun sebuah perkawinan yang 

dilakukan di masyarakat beragama Islam ketika tidak di lakukan melalui 

proses persidangan yakni melakukan pengajuan permohonan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama, maka akan mendapat sanksi moral.  

Kemudian selain dari adanya sanksi moral, juga akan berpengaruh pada 

kedudukan atau jabatan seseorang yang akhirnya dilengserkan 

sebagaimana yang terjadi pada pejabat Bupati Garut Aceng Fikri, hingga 

ada juga yang sampai dikenai sanksi pidana. 
21

 

Jika kita lihat dari sisi sudut pandang pelaku maka perkawinan yang 

belum mencukupi umur terbagi menjadi dua, yakni : 

 Pertama, Perkawinan anak yang belum mencukupi umur yang 

dilakukan antara seorang anak yang yang belum mencukupi umur 

dengan seseorang yang telah cukup umur atau dewasa. Hal ini 

dianggap lebih cenderung kepada bentuk suatu tindakan 
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 Mardi Candra, Aspek  Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Anak Dibawah 

Umur, (Jakarta: Kencana, 2018), 3.  
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eksploitasi terhadap anak-anak dan juga dikhawatirkan bisa 

merusak pola pikir anak serta masa depannya. 

 Kedua, Perkawinan yang belum mencukupi umur dilakukan oleh 

sesama anak yang belum dewasa. Perkawinan anak dalam bentuk 

ini terjadi karena sebab pergaulan yang kurang sehat dari anak-

anak dan juga karena opini yang berkembang di tengah lingkungan 

masyarakat, dimana hal ini pastinya lebih parah akibat buruknya 

terhadap masa depan anak-anak. Meski demikian, masih terdapat 

peraturan yang memberikan jalan bagi perkawinan anak di bawah 

umur untuk bisa legal dilaksanakan serta sah menurut hukum 

yakni melalui jalur dispensasi kawin.22   

d. Pengaturan Tentang Umur Perkawinan di Indonesia 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan pertama kali yang 

di buat di Indonesia yang mana berhubungan dengan pernikahan. UU ini  

memiliki beberapa prinsip atau asas yang didalamnya terkandung tujuan 

dari dari adanya suatu perkawinan, yakni untuk membentuk dan 

menciptaka suatu keluarga yang sejahtera, kekal, dan bahagia. Oleh 

karena itu dibutuhkan adanya kerjasama baik dari suami maupun istri 

yang akan berusaha untuk saling melengkapi kekurangan dan kelebihan 

dari kepribadian satu sama lain agar dapat mencapai kebahagian dan 
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 Mardi Candra, Aspek  Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Anak, 4. 
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kesejahteraan hidup baik dari segi jasmani maupun rohani. Penjelasan 

tersebut sesuai dengan yang telah tercantum dalam Pasal 1 UU tersebut 

dimana menjelaskan adanya suatu perkawinan merupakan bentuk ikatan 

baik lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan yang menjadi 

suami istri dengan bertujuan supaya terciptanya keluarga atau rumah 

tangga yang sejahtera dan bahagia. 

Salah satu pengaturan yang diatur didalamnya adalah mengenai 

syarat batas umur diizinkannya seseorang menikah.  Sebelum seseorang 

melaksanakan perkawinan maka kedua calon mempelai wajib untuk 

memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur oleh Pasal 6 hingga 

Pasal 12. Adapun pengaturan mengenai umut, terdapat dalam Pasal 7 ayat 

(1) berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai 

umur 16 (enam belas) tahun”.
23

 

Kitab Undang Undang Hukum Perdata tepatnya pada Pasal 29  

menjelaskan, bagi jejaka yang belum menginjak umur 18 tahun dan bagi 

gadis yang belum menginjak umur 15 tahun maka keduanya dilarang 

untuk mengikat diri dalam ikatan perkawinan. Namun ketika terdapat 

alasan-alasan tertentu yang menyebabkan di haruskannya melakukan 

perkawinan demi menghindari kemudharatan maka presiden memiliki 

kuasa untuk meniadakan larangan tersebut melalui pemberian dispensasi.  
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 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum (Jakarta: 
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Kemudian ketentuan tentang dispensasi dalam pasal ini tidak lagi 

berlaku sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 

1 Tahun 1974 bahwa segala ketentuan KUHPerdata yang mengandung 

aturan tentang pemberian dispensasi tidak lagi berlaku semenjak 

diberlakukannya Undang-Undang tersebut. 

Adapun dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mana telah 

menentukan batasan usia perkawinan adalah dengan dasar adanya 

kematangan baik jasmani atau fisik seseorang, kemudian kematangan 

rohaninya, serta kematangan dalam kejiwaan atau phsikisnya. Adanya 

dasar tersebut diharapan ketika baik calon mempelai laki-laki maupun 

perempuan yang telah berada pada batas umur tersebut mampu 

memahami setiap konsekuensi dari dilaksanakannya pernikahan dan 

memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun keluarga yang sakinah 

sebagaimana tujuan yang telah diharapkan didalam Undang-Undang 

Perkawinan.
24

 

2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam UU 

Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batasan umur perkawinan bagi pria 

adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun. Namun lamban laun 

ketentuan tersebut dirasa kurang tepat karena dianggap menimbulkan 

diskriminasi terhadap wanita yang mana berpotensi menimbulkan 
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1974‟, Lex Jurnalica, 12.3 (2015). 207-208. 
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pelanggaran hak konstitusional bagi kaum wanita dengan adanya 

pernikahan di bawah umur. Karena jelas batas umur perkawinan bagi 

wanita yakni 16 tahun tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 

Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa seorang anak adalah 

seorang yang belum menginjak usia 18 tahun. 

Bentuk upaya dari golongan perlindungan anak dimana 

salahsatunya adalah penghapusan dari praktik perkawian di usia dini, 

karena hal tersebut dianggap sangat merugikan anak khususnya anak 

perempuan. Beberapa dampak buruk dari adanya praktik ini seperti 

kematian ibu usia muda karena hamil prematur, kurangnya tingkat 

pendidikan ibu karena hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan, 

dan berbagai dampak buruk lain baik dalam mental maupun fisik, serta 

mudah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik karena masalah 

perekonomian maupun yang lain.
25

 

Beranjak dari adanya latar belakang ketidaksesuaian golongan 

perlindungan anak terhadap UU No 1 Tahun 1974 , mereka berpendapat 

bahwa dalam UU tersebut tepatnya dalam Pasal 7 ayat (1) yang 

menjelaskan mengenai batasan umur perkawinan bagi laki-laki ketika 

telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan ketika telah 

berumur 16 (enam belas) tahun dalam keadaan tersebut barulah 

diperbolehkan melaksanaan perkawinan dianggap tidak efisien. Menurut 
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mereka, adanya pengaturan seperti itu malah memberikan ruang 

peningkatan  kemungkinan terjadinya perkawinan di usia dini bagi kaum 

perempuan, dengan merujuk pada UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 1 angka 1 tentang penjelasan 

mengenai definisi dari seorang anak yakni merupakan seseorang yang 

masih berada di bawah umur atau belum mencapai umur  18 (delapan 

belas) tahun.
26

  

Adanya polemik yang terus berkelanjutan dari masyarakat tersebut 

mengenai batas umur perkawinan bagi kaum wanita menjadikan beberapa 

masyarakat yang terdorong untuk mengajukan judicial review. Tujuan 

pengajuan tersebut adalah untuk menaikkan batas umur minimal 

pernikahan bagi wanita dengan alasan agar tepenuhi adanya hak 

kesetaraan di depan hukumzdimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) manjadi 

suatau konstitusional yang bersyarat yakni dibaca menjadi 18 tahun bagi 

pria maupun wanita.
27

 

Berdasarkan hal tersebut, maka terbentuklah produk amar putusan 

dari Mahkamah Konstitusi yang berbentuk UU Nomor 16 Tahun 2019.  

Isi dari perubahan Undang Undang tersebut ialah merubah Pasal 7 dimana 

perubahan pada ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat 
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dilaksanakan atau dapat diizinkan kepada laki-laki dan perempuan yang 

telah berumur 19 (sembilan belas) tahun. 

Perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh 

UU Nomor 16 Tahun 2019 ialah diantaranya karena beberapa hal sebagai 

berikut ini : 

1. Dikeluarkannya pututusan oleh Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia yakni putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dimana 

salahsati pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi yang 

dikemukakan didalam putusan tersebut yakni : "Namun tatkala 

pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada 

atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak 

konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam 

kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, 

pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh 

dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka 

pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."
28

 Di dalam 

pertimbangan yang sama dikatakan pula bahwa mengenai adanya 

batas umur dari suatu perkawinan yang berbeda antara seorang pria 

dengan seorang wanita selain dari menimbulkan diskriminasi  

terhadap hak pembentukan keluarga sebagaimana dalam Pasal 28B 

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga mendiskriminasi 

pada perlindungan anak dan pemenuhan hak anak sebagaimana 
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dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam 

kasus dimana ketika pengaturan batas umur perkawinan bagi 

seorang wanita lebih rendang dari seorang pria yakni 16 tahun 

maka otomatis seorang wanita dapat membentuk keluarga lebih 

cepat daripada seorang pria yang mana harus menunggu hingga 

umur 19 tahun terlebih dahulu. Maka dari itu dalam amar putusan 

yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi terdapat perintanh bagi 

pembentuk undang-undang agar dalam rentang waktu paling 

lambat tiga tahun dapat melakukan perubahan terhadap Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni mengenai batas uur 

perkawinan tersebut. 

2. Adanya perubahan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 ini adalah berkenaan dengan perubahan dari batas 

umur dalam melaksanakan perkawinan, jangkauan dari perubahan 

peraturan ini ialah pada batas umur perkawinan bagi para wanita. 

Adapun tepanya perubahan dari batas umur perkawinan bagi 

wanita ini yakni dengan menyamakan batas umur pria dan batas 

umur wanita ialah sama-sama berumur 19 tahun agar 

diperbolehkan atau di izinkan melaksanakan perkawinan. Dengan 

adanya perubahan batas umur tersebut dinilai dalam kisaran umur 

tersebut merupakan masa bagi seseorang yang telah matang baik 

jasmani maupun rohaninya dimana siap melaksanakan perkawinan  

dengan harapan dapat mewujudkan tujuan dari pada perkawinan 
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dengan benar sekaligus meminimalisir terjadinya kemungkinan 

berakhir dengan perceraian serta diharapkan pula dapat 

memperoleh keturunan yang baik dan berkualitas. Adapun tujuan 

lain dari adanya kenaikan batas umur perkawinan bagi wanita dari 

umur 16 tahun menjadi 19 tahun ialah untuk mengurangi intensitas 

kelahiran anak yang mana diharapkan pula dapat meminimalisir 

tingkat kematian bagi para ibu dan anak. Kemudian disamping 

tujuan-tujuan diatas juga terdapat tujuan lain yakni untuk 

memenuhi hak-hak seorang anak agar tumbuh kembang mereka 

dapat dioptimalkan secara maksimal seperti dengan adanya 

pendampingan dari orang tua serta terpenuhinya kebutuhan 

pendidikan seorang anak agar dapat mencapai jenjang yang lebih 

tinggi. 

e. Kewenangan Hakim  

Hakim memiliki kewajiban untuk mandiri dan bebas secara penuh 

dalam menjatuhkan putusan, dimana ia memiliki kebebasan penuh dalam 

menentukan keyakinan diri dengan berdasarkan beberapa alat bukti yang telah 

dihadirkan dalam persidangan. Adapun diluar hal tersebut tidak boleh ada hal 

lain yang mempengaruhi diri hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.  

Dalam prinsipnya memang bahwa hakim harus melaksanakan segala 

ketentuan yang telah diatur undang-undang yang mana termasuk juga 

dispensasi kawin. Namun dalam prakteknya prinsip tersebut tidak harus 

berlaku secara kaku, melainkan seorang hakim harus condong bukan hanya 
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dari undang-undang tetapi juga wajib untuk mempertimbangakan rasa 

keadilan yang ada dalam masyarakat.
29

 

Pada kenyataannya banyak sekali putusan yang menyimpang dari 

undang-undang karena memang pada kenyataanya tidak setiap kejadian dan 

peristiwa serta pekara yang sama modelnya akan mengandung keadilan bila 

diputuskan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang sama. Karena 

di setiap perkara akan memiliki sifat dan karakteristik tersendiri, setiap 

perkara pasti berbeda meski dalam lingkup ketentuan pasal yang digunakan 

dan diterapkan adalah sama.
30

 Maka dari itu seorang hakim haruslah memiliki 

keaktifan berperan dalam menemukan hukum dan menciptakan suatu hukum. 

Oleh karena itu, pengadilan serta  hakim dapat dikatakan sebagai  unsur yang 

sangat penting dalam menegakkan keadilan, baik didalam menggali dan 

menemukan suatu hukum ataupun didalam pengembangan suatu hukum yang 

telah ada serta menerapkan suatu hukum berdasar atas konsep dari keadilan. 

Hakim Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk mendirikan  

hukum perdata Islam dengan berbagai cara yang sudah diatur didalam Hukum 

Acara Peradilan Agama. Adapun rincian tugas pokok seorang hakim 

Pengadilan Agama diantaranya ialah: 

1. Pertama, membantu pencari keadilan.  

Dalam kasus perdata, pihak pengadilan akan membantu para 

pencari keadilan untuk bisa berproses di pengadilan yang sederhana, 
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cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat (2) UU. No. 14/1970. Adapun 

bantuan yang diizinkan atau dianjurkan oleh hukum acara perdata 

yaitu seperti membuat gugatan bagi orang yang buta huruf, 

mengarahkan tata cara prodeo, menganjurkan memperbaiki surat 

gugatan/permohonan, dan lain sebagainya.
31

 

2. Kedua, mengatasi segala hambatan dan rintangan.  

Hakim bertugas untuk mengatasi segala hambatan dan 

rintangan baik itu secara teknis maupun secara yuridis. Jika berupa 

teknis maka hakim akan mengatasinya dengan kebijaksanaannya 

sesuai dengan kewenangan hakim. Namun jika berupa yuridis maka 

hakim karena jabatannya wajib menerapkan hukum acara yang 

berlaku, juga menghindari segaa hal yang telah dilarang oleh hukum 

acara agar tidak menghalangi obyektifitas hakim atau jalannya 

persidangan.
32

 

3. Ketiga, mendamaikan para pihak yang bersengketa.  

Perdamaian itu lebih baik dari pada suatu putusan yang 

dipaksakan. Dalam beberapa perkara hakim harus lebih berupaya 

dan bersungguh-sungguh dalam mendamaikan para pihak seperti 

kasus perceraian yang mana para pihak telah memiliki anak. 

4. Keempat, memimpin persidangan.  
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Seperti menetapkan hari persidangan, memberi perintah 

pemanggilan para pihak, mengatur jalannya mekanisme 

persidangan, melakukan pembuktian, dan mengakhiri sengketa.
 33

 

5. Kelima,  memeriksa dan mengadili perkara.  

Menurut H.I.R. dan R.Bg. bahwa hakim mempunyai peran 

yang sangat aktif dalam memimpin jalannya sidang mulai dari awal 

hingga akhir pemeriksaan perkara, dimana hakim berwewenang 

mengarahkan dan memberi petunjuk para para pihak yang 

mengajukan gugatan/permohonan ke pengadilan (Pasal 119 HIR-

143 R.Bg).
34

 Dalam hal ini hakim berkewajiban untuk : 

mengkonstatir benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para 

pihak; mengkwalifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti benar; dan 

mengkonstituir yakni menetapkan hukumnya dan kemudian 

masukkan dalam amar putusan.  

6. Keenam, meminutir berkas perkara.  

Yang dimaksud dengan meminutir atau minutasi yakni 

membuat dokumen yang resmi dan sah dari kumpulan dokumen-

dokumen suatu perkara. Walaupun dalam proses pengerjaannya 

minutasi dilakukan oleh petugas di bidang masing-masing, akan 

tetapi untuk tanggung jawab akan tetap berada di tangan para hakim 

yang bersangkutan dalam perkara tersebut. Proses melakukan 
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minutasi ialah bertahap sesuai dengan jalannya perkara persidangan, 

yang mana kemudian minutasi akhir akan dilakukan selambat-

lambatnya satu bulan setelah perkara diputuskan. 

7. Ketujuh, mengawasi pelaksanaan putusan.  

Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970 dijelaskan bahwa pelaksanaan suatu putusan pada pengadilan 

yang berjenis perkara perdata maka dilakukan oleh seorang jurusita 

dan panitera yang dalam pelaksanaannya tersebut tetap dipimpin 

oleh ketua pengadilan. Bagi hakim wajib untuk terus mengawasi 

seluruh proses pelaksanaan putusan supaya terpeliharanya peri 

kemanusiaan dan peri keadilan serta dapat berjalan dengan lancar. 

8. Kedelapan, memberikan pengayoman pada para pencari keadilan.  

Seorang hakim berwewenang memeberikan suasana dan rasa 

aman bagi para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama. 

Untuk mewujudkan rasa keadilan yang didambakan dalam setiap 

putusan seorang hakim, maka seorang hakim disamping 

menggunakan pendekatan juridis, juga harus melakukan berbagai 

pendekatan lain seperti pendekatan secara manusiawi, psikologis, 

sosiologis serta filosofis yang bersifat religius yang mana akan 

memberikan rasa aman bagi para pencari keadilan.
35

 

Salah satu ciri yang dimiliki Pengadilan Agama adalah dalam 

menjalankan pemeriksaan perkara dilakukan dengan santai dan 
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manusiawi yang kemudian di padukan dengan pemantapannya 

dalam menjalankan pemeriksaan sebagai lembaga pelaksana 

kekuasaan kehakiman. Sehingga lembaga Pengadilan Agama tidak 

hanya di tuntut untuk melaksanakan hukum acara yang baik dan 

benar sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Tetapi juga di tuntut 

untuk menjadi lembaga sosial yang berusaha menyelesaikan 

permasalahan keluarga para pencari keadilan dengan tidak 

menimbulkan kerusakan baik rohani maupun sosial. 

9. Kesembilan, menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat.  

Pasal 27 (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa 

hakim sebagai seorang penegak hukum memiliki kewajiban untuk 

menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang  hidup 

dalam lingkup masyarakat. Kemudian dalam \Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) pun juga di singgung , tepatnya pada Pasal 292 KHI 

yang menyatakan bahwa ketika seorang hakim sedang 

menyelesaikan perkara yang sedang diajukan maka ia harus 

memperhatikan secara menyeluruh tentang nilai-nilai hukum yang 

tumbuh dan hidup di masyarakat agar putusan yang dihasilkan 

mengandung rasa keadilan didalamnya.
36

  

Selain beberapa hal di atas, hakim juga memiliki kewenangan 

dalam perkara permohonan dispensasi untuk memberikan atau 
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menetapkan dispensasi kawin terhadap penyimpangan dari Pasal 7 ayat 

(1) UU Nomor 16 Tahun 2019. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal yang 

sama yakni pada ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal terjadi 

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta 

dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai 

bukti-bukti pendukung yang cukup”.
37

 Dalam hal ini karena hakim 

bertindak sebagai pemberi keputusan dalam pengadilan, maka hakim 

memiliki kewenangan baik itu mengabulkan atau menolak permohonan 

dispensasi kawin sesuai dengan konsep keadilan. 

Adapun hakim berwewenang untuk menerapkan diskresi pada 

permohonan dispensasi kawin dimana hakim memiliki alasan-alasan 

pengabulan permohonan karena terbukti pemohon dan anak pemohon 

telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formal serta syarat materiil. 

Kemudian bukti tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 

Hakim juga telah melihat fakta dan mendengar secara langsung bahwa 

dalil yang dibuktikan oleh Pemohon adalah relevan. Maka dari itu alasan-

alasan pemohon dapat diterima hakim serta keterangan saksi juga 

memiliki kekuatan pembuktian sekaligus bisa diterima sebagai alat 

bukti.
38
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UU Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan dari Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana jika ditelusuri 

lebih lanjut maka dijelaskan bahwa dispensasi kawin merupakan 

kewenangan absolut yang telah diberikan undang-undang kepada 

lembaga Pengadilan Agama. Pengadilan Agama diberi wewenang untuk 

memeriksa, memutuskan, dan juga menyelesaikan perkara mengenai 

permohonan izin perkawinan untuk orang-orang yang mempunyai 

beberapa halangan dalam perkawinan. Adapun mengenai kewenangan 

tersebut tepatnya tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 yang menyatakan bahwa:  

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; 

Hibah; Wakaf; Zakat;Infak; Shodaqoh; Ekonomi Syariah”
 39

 

Masalah mengenai “perkawinan” yang sering kurang dipahami 

dengan jelas mengenai hal-hal yang termasuk didalam ruang lingkupnya 

maka dibutuhkan adanya penjelasan. Oleh karena itu yang dimaksud 

dengan perkawinan dalam hal ini adalah meliputi segala hal-hal yang 

diatur didalam maupun yang berdasarkan undang-undang perkawinan 

yang sedang berlaku yang sesuai dengan syariah yakni diantaranya:
40

 

a) Dispensasi kawin 
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b) Putusan untuk menolak memberikan keterangan dalam 

melakukan perkawinan campuran 

c) Izin untuk melaksanakan perkawinan bagi yang belum berumur 

21 tahun, terjadi ketika orang tua/wali ataupun pihak keluarga 

garis lurus terdapat pendapat yang berbeda 

d) Penyelesaian harta bersama 

e) Pembebanan dalam hal kewajiban mengganti rugi terhadap 

harta benda dari anak dalah kuasanya 

f) Penguasaan anak 

g) Penunjukan untuk menjadi wali bagi orang lain yang dilakukan 

oleh pengadilan telah dicabutnya kuasa seorang wali 

h) Pemeliharaan dan pendidikan anak dapat dipikul sang ibu ketika  

yang seharusnya bertanggung jawab yakni sang bapak tidak 

mematuhinya 

i) Pencegahan perkawinan 

j) Penentuan seorang suami kepada si istri atau bekas istri  

mengenai kewajiban memberikan biaya penghidupan sehari-hari  

k) Pencabutan kekuasaan wali 

l) Gugatan Perceraian 

m) Penunjukan bagi anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun seorang unutk menjadi walinya dalam hal anak tersebut  

telah ditinggalkan oleh orangtuanya 

n) Perceraian karena talak 
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o) Putusan mengenai pencabutan atas kekuasaan orangtua terhadap 

anak 

p) Gugatan dalam hal suami dan istri melalaikan kewajibannya 

q) Penetapan pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam dan 

penetapan untuk menentukan asal-usul anak 

r) Izin beristri lebih dari satu orang; 

s) Putusan mengenai sah tidaknya seorang anak 

t) Putusan mengenai sahnya perkawinan yang terjadi ketika belum 

dijalankannya UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dilakukan 

menurut peraturan yang lain. 

f. Kesadaran Hukum 

1. Pengertian 

Kesadaran hukum kesadaran dari diri sendiri yang dilakukan dengan 

tanpa adanya suatu perintah, tekanan, ataupun paksaan dari pihak luar supaya 

mau tunduk dan patuh pada peraturan hukum yang sedang berlaku. Hukum 

tidak adan membutuhkan sanksi bilamana masyarakat telah memiliki 

kesadaran hukum. Namun jika terdapat masyarakat yang benar-benar telah 

melanggar hukum maka barulah dijatuhi sebuah sanksi. Adapun para ahli 

telah mendefinisikan kesadaran hukum yakni : 

1. Soejono soekanto mendefinisikan bahwa yang dumaksud kesadaran 

hukum adalah sesuatu persoalan nilai-nilai dan respon manusia 

terhadap hukum, yakni tentang hukum diharapkan untuk ada atau 

tentang hukum yang telah ada. Dengan demikian fokusnya adalah 
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mengenai nilai-nilai dari fungsi hukum itu sendiri dan bukan mengenai 

penilaian dari suatu hukum terhadap suatu kejadian konkrit yang 

terdapat di masyarakat.
41

 

2. Paul Scholten mendefinisikan yang dimaksud kesadaran hukum yaitu 

suatu kesadaran yang terdapat pada diri manusia mengenai apakah 

hukum itu, dari manakah cara kita dapat membedakan mana yang 

hukum dan yang tidak hukum, mana yang seharusnya dilakukan dan 

yang tidak harus di lakukan.
42

 

3. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kesadaran hukum dengan 

sedikit berbeda, yakni kesadaran seseorang dalam hal kewajibannya 

terhadap orang lain. Yang artinya mengenai apa yang seharusnya 

seseorang lakukan atau yang seharusnya tidak seorang lakukan 

terhadap orang lain.
43

 

Dengan adanya beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud denga kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang dalam 

melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di 

lingkungannya. Kesadaran hukum adalah kepatuhan yang dimiliki seseorang 

pada suatu hukum dalam cakupan secara luas, yakni mengenai permasalahan 

pengakuan, pengetahuan dan penghargaan kepada suatu hukum. 

2. Tahapan Kesadaran Hukum 
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Soejono Soekanto menjelaskan mengenai indikator dari kesadaran 

hukum yang keseluruhannya terdiri dari 4 tahapan secara beruntun yakni:
44

 

 Pertama, Pengetahuan mengenai hukum, yakni pengetahuan yang dimiliki 

oleh seseorang mengenai tindakan tertentu yang telah diatur dalam 

hukum tertulis berkenaan dengan hal yang dilarang dan yang tidak 

dilarang. 

 Kedua, pemahaman mengenai hukum, yakni ketika seseorang telah 

memiliki informasi berkenaan dengan isi dari peraturan tertulis tersebut, 

mulai dari manfaat, tujuan dan isinya secara menyeluruh. 

 Ketiga, sikap seseorang terhadap hukum, yakni rasa cenderung pada 

seseorang agar mau menerima ataukah menolak suatu hukum dikarenakan 

terdapat  kesadaran atau penghargaan pada diri seseorang tersebut bahwa 

adanya hukum tersebut dapat memberi manfaat dalam kehidupannya dan 

dalam masalah ini seseorang tersebut telah memberika apresiasi terhadap 

hukum. 

 Keempat, Perilaku hukum, yakni mengenai berlaku atau tidaknya suatu 

hukum pada masyarakat, kemudian sejauhmana hukum dapat berlaku dan 

sejauh mana pula masyarakat mematuhi hukum tersebut. 

Jadi pada dasarnya kesadaran hukum tidak bisa tercipta dengan proses 

sekali jadi, akan tetapi harus melalui proses secara bertahap demi tahap maka 

kemudian barulah terbentuk kesadaran hukum.  
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3. Hubungan Kesadaran Hukum Dengan Kepatuhan Hukum 

Kesadaran hukum sangatlah terkait dengan adanya kepatuhan hukum. 

Namun terdapat perbedaan antara keduanya, dimana kepatuhan hukum 

memiliki rasa takut pada diri seseorang terhadap suatu sanksi. Adapun untuk 

kesadaran hukum tidak mengandung sanksi, melainkan dengan menumbuhkan 

nilai-nilai yang ada dalam  manusia terhadap hukum, yakni tentang tentang 

hukum yang telah ada atau hukum diharapkan untuk ada. Membentuk suatu 

masyarakat yang memiliki kesadara hukum dan kepatuhan hukum adalah cita-

cita dari setiap norma-norma yang ada. Namun bila ingin membentuk suatu 

kepatuhan terhadap hukum maka terdapat beberapa faktor yang harus ada, 

yakni:
45

 

1. Compliance, yakni suatu bentuk kepatuhan yang berdasar pada harapan 

seseorang agar terhindar dari sanksi atau hukuman bila melanggar hukum 

yang ada, tentunya dengan pengawasan yang ketat pada kaidah hukumnya. 

2. Identification, yakni ketika kepatuhan hukum terjadi karena demi menjaga 

hubungan baik dengan pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan 

hukum atau bisa dibilang penguasa. 

3. Internalization, yakni ketika kepatuhan hukum terjadi secara intrinsik 

karena demi mendapat imbalan, dimana isinya sesuai dengan nilai-nilai 

yang dimiliki seseorang yang bersangkutan tersebut. 

4. Terjaminnya kepentingan dari warga oleh wadah hukum yang ada. 
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Kesadaran hukum dari masyarakat dapat dapat mempengaruhi rasa 

kepatuhan hukum masyarakat baik itu secara langsung maupun tidak. Bagi 

masyarakat yang maju, maka faktor dari kesadaran hukum akan berpengaruh 

langsung terhadap kepatuhan hukum. Mereka mematuhi hukum karena 

jiwanya memiliki kesadaran bahwa memang butuh hukum tersebut dan 

merasa bahwa hukum tersebut telah memiliki tujuan yang baik dalam 

mengatur masyarakat dengan benar dan adil. 

Adapun pada masyarakat yang masih tradisional, maka kesadaran 

hukum tidak secara langsung mempengaruhi kepatuhan hukum mereka. 

Karena kepatuhan mereka terbentuk bukan karena adanya keyakinan pada diri 

sebagaimana masyarakat maju, akan tetapi karena mereka diminta untuk 

patuh, kadang pula dengan memberikan unsur paksaan oleh pemerinah agar 

mereka mau patuh (secara informal dan formal) atau bisa juga karena perintah 

dari agama dan kepercayaan yang mereka yakin. Jadi bentuk kepatuhan 

mereka lebih karena pemerintah, kepercayaan, ataupun agama, serta lain 

sebagainya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris. Dalam salahsatu buku 

yang ditulis oleh Soejono Soekanto menerangkan bahwa penelitian hukum 

empiris adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mencarai dan menelaah 

serta mengidentifikasi suatu hukum dan  keefektifitasan suatu hukum.
46

 

Dijelaskan dalam bukunya dimana penelitian terhadap berlakunya hukum 

dibagi menjadi dua yakni penelitian efektivitas hukum dan penelitian dampak 

hukum. Adapun pada penelitian ini, yang digunakan ialah jenis dampak 

hukum yang penggalian data dan informasinya dilakukan langsung di 

lapangan dengan menanyakan tentang implementasi dari UU Nomor 16 

Tahun 2019 di lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Malang.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini, karena kegiatan yang dilakukan dalam 

penelitian adalah meneliti tentang problem yang terjadi dari implementasi UU 

Nomor 16 Tahun 2019 yang mana memunculkan problematika di Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang. Pendekatan penelitian sosiologi hukum ialah 

cabang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara hukum 
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sebagai suatu gejala sosial dengan beberapa gejala sosial lainnya dalam 

bentuk timbal balik dan dipelajari secara empiris dan analitis.
47

 Penulis 

mendapat data-data dan informasi dengan berbentuk uraian kata hasil dari 

wawancara terhadap para informan yang saling berkaitan dengan penelitian. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ialah suatu tempat yang dipilih peneliti sebagai 

tempat penelitian dan juga lahan dalam menggali data-data serta informasi 

yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian. Adapun penelitian 

mengenai problematika perubahan umur perkawinan pasca berlakunya 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini hanya terbatas pada lingkup 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang tepatnya berada di Jalan Raya 

Mojosari No. 77 Desa Mojosari, Kepanjen, Kota Malang, Provinsi Jawa 

Timur. 

Peneliti memilih di Pengadilan Agama Kabupaten Malang disamping 

karena memiliki cangkupan teritorial yang luas, juga karena terdapat isu 

berupa problematika perubahan umur perkawinan  pasca diundangkannya UU 

Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, khususnya 

masalah dispensasi perkawinan. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam suatu penelitian ialah suatu hal yang sangat penting 

dan paling dibutuhkan dalam suatu penelitian. Karena sumber data ialah 

subjek yang perolehan data-data dan informasinya nanti yang akan di analisis. 
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Data yang ada didalam suatu penelitian dibedakan dari sumber data yang 

sumber perolehannya langsung dari lapangan ataupun seorang responden yang 

kemudian disebut dengan data primer,  dan data yang sumber perolehannya 

ialah dari bahan hukum yang kemudian disebut data sekunder.
48

 

a. Sumber Data Primer 

Data primer ialah data yang sumber pencariannya secara langsung 

dari para responden, maka dari itu sebuah data primer ialah data yang 

didapat oleh seorang peneliti yang pada awalnya belum ada , atau bisa 

dibilang bahwa peneliti merupakan orang pertama yang menemukan data 

primer tersebut.
49

 Adapun bentuk sumber data primer yang telah 

digunakan didalam penelitian peneliti ialah data yang diperoleh langsung 

dari lapangan dengan 26 hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 

b. Sumber Data Sekunder 

Adapun untuk sumber data sekunder maka bentuk sumber datanya  

ialah berupa bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari tiga jenis yakni 

bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang bersifat 

mengikat, diantaranya UUD 1945, Perpu, yurisprudensi, hukum suatu adat 

tertentu, doktrin dan traktat. Adapun yang kedua yakni bahan hukum 

sekunder yang penggunaannya adalah untuk melengkapi bahan hukum 

primer seperti RUU, hasil penelitian, hasil seminar, atau buku. Sedangkan 

yang ketiga adalah bahan hukum tersier yang penggunaannya adalah juga 
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untuk pelengkap baik untuk bahan hukum prime ataupun bahan hukum 

sekunder seperti sebuah kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia.
50

 

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan 

ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peneliti juga menggunakan 

bahan hukum sekunder dan tersier guna melengkapi bahan hukum primer 

berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan kamus hukum serta 

ensiklopedia. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan dari jenis penelitian empiris yakni sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Metode wawancara ialah metode yang cara mendapatkan data 

dan informasinya dilakukan melalui media lisan dengan bentuk 

komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling bertatap muka, 

untuk dapat mendengar dan menelah informasi secara langsung tentang 

penelitian dari peneliti.
51

 Peneliti telah melaksanakan wawancara 

dengan satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni bapak 

Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S. karena sesuai dengan surat balasan 

dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor W13-

A35/1276/PB.00/3/2021 terhadap surat pengajuan yang telah di 

peneliti. 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi penelitian merupakan metode pengumpulan data 

yang sumber-sumbernya berasal dari yang bukan manusia (non-insani). 

Alasan penggunaan dokumen sebagai sumber data ialah karena dapat 

dimanfaatkan dalam proses pembuktian, penafsiran, dan peramalan 

suatu peristiwa.
52

 Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah yang di dapat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik 

berupa foto-foto proses dalam persidangan,  maupun berkas mengenai 

perkara dispensasi kawin. 

6. Metode Pengolahan Data 

Setelah data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian telah 

terkumpul semua, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data tersebut 

dengan tujuan dapat memberikan hasil sebuah data yang akurat. Adapun 

beberapa kegiatan penganalisaan data ialah sebagai berikut: 

a. Editing 

Kembali meneliti semua catatan data yang sebelumnya telah 

dicari untuk mengetahui cukup baik atau tidaknya data tersebut 

supaya bisa segera mempersiapkan keperluan proses selanjutnya. 

Aktivitas ini disebut dengan proses editing dalam suatu penelitian.
53

 

Dalam hal ini peneliti akan mengecek ulang dan mencermati 
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kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan terhadap narasumber. 

b. Klasifikasi 

Pengklasifikasian suatu data ialah bentuk cara memilah dan 

menyusun data yang telah didapat, kemudian mengkategorikannya 

dalam model tertentu dengan tujuan memudahkan peneliti dalam 

menganalisis data-data tersebut. Adapun penelitian ini, peneliti 

mengkategorikan data-data dari hasil wawancara dengan hakim  

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan berkas-berkas dari 

dokumen-dokumen ataupun literatur lain yang telah didapatkan.    

c. Verifikasi 

Verifikasi data ialah kegiatan pengecekan ulang data-data 

yang sudah dikumpulkan dengan tujuan memeriksa kevalidan dari 

data tersebut. Dalam hal ini peneliti akan mengecek ulang hasil 

wawancara dari para narasumber. 

d. Analisis 

Untuk tahapan analisis, peneliti menganalisis dengan cara 

mengatur sistematika dari bahan hasil wawancara yang mana 

kemudian dijelaskan dalam bentuk deskripsi. Peneliti akan 

menguraikan pendapat dari beberapa hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang yang telah di wawancara satu persatu oleh 

peneliti. Dengan cara ini peneliti dapat menyajikan pembahasan 

yang lebih mudah dipahami dan dibaca serta menjadi lebih teratur. 
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e. Kesimpulan 

Kesimpulan atau disebut juga conclusion ialah tahapan akhir 

dari pengolahan data dalam penelitian yang dilakukan sebagai 

bentuk jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh peneliti.
54

 Dalam melaksanakan tahapan ini, 

peneliti melakukannya dengan cermat terhadap penarikan dari suatu 

kesimpulan hasil dari analisis wawancara dengan para narasumber. 
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BAB IV 

PAPARAN DAN DATA ANALISIS  

A. Gambaran Umum 

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang55 

Berdasarkan sejarah bahwa pada tanggal 28 Juni 1997 Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang pertama kali dibentuk dan diresmikan dengan berdasarkan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 1996. Bertempat di wilayah 

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang tepatnya di Jl. Panji 202 Kepanjen-

Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id., 

merupakan tempat berdirinya Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

dengan luas 4.000 M2 yang merupakan tanah pemberian dari Bupati Kepala 

Daerah Kabupaten Malang, dengan berdasarkan Surat No: 590/259/429.011/1997  

pada 20 Februari 1997 jo. Surat No: 143/1721/429.012/1997 pada 9 Oktober 1997 

dan juga Surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang No: 

180/313/SK/429.013/1997 pada 18 Desember 1997 mengenai penetapan lokasi 

dari pembangunan gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan 

Kepanjen Kabupaten Malang. 

Tanah tersebut pada awalnya ialah  milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan 

Kepanjen dengan luas sekitar 1.694 m2 dan tanah bengkok Desa Penarukan 

dengan luas sekitar 2.306 m2. Kemudian kedua tanah tersebut, pada saat ini telah 

bersertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama 
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Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan 

juga atas nama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang dengan sertifikat No. 6 tahun 2005. Adapun wilayah yurisdiksi 

dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang sendiri ialah mulai dari wilayah 

Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu ( pada awalnya disebut  

Kota Administratif Batu yang kemudian semenjak 17 Oktober 2001 Gubernur 

Jawa Timur telah meresmikannya untuk menjadi Kota Batu dan pelantikan 

Walikotanya dilakukan pada 22 Oktober 2001) yang mana mencakup atas 36 (tiga 

puluh enam) kecamatan dengan 389 kelurahan/desa. Untuk wilayah Pemerintah 

Kota Batu sendiri mencakup atas 3 (tiga) kecamatan dengan 23 kelurahan/desa. 

Pada awal pembentukannya tingkat yang disandang oleh Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang adalah pada tingkat Kelas II. Namun pada akhirnya 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapat peningkatan menjadi kelas IB 

setelah berjalan kurang dari 12 tahun. Peningkatan tersebut didasari atas  

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 

039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008. Dalam hal jumlah penanganan 

perkara, Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB berperingkat terbanyak 

se-Jawa Timur sekaligus terbanyak ke-2 untuk tingkat se-Indonesia dengan yang 

peringkat ke-1 nya adalah Pengadilan Agama Indramayu. Jika diperkirakan 

mengenai jumlah perkara yang di tangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

Kelas IB maka kurang lebih sekitar 8000 perkara per tahunnya.  

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB 

memperoleh anggaran untuk pengadaan meubelair kantor, sehingga gedung baru 
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kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB baru ditempati pada 

tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa 

Mojosari – Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang, Kode Pos 65163, Telepon 

(0341) 399192, Faximile (0341) 399194, pa.kab.malang@gmail.com 

Kemudian di tahun 2017 Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

memperoleh peningkatan menjadi kelas IA dari kelas IB. Peningkatan tersebut 

dilakukan atas Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. No: 37/KMA/SK/II/2017 

pada 09 Februari 2017, dengan tujuan agar dapat meningkatkan profesionalisme 

kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi dalam bidang peradilan. 

2. Visi dan Misi 

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung” 

Misi : 

a) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi 

masyarakat. 

b) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama. 

c) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan. 

d) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan 

transparan. 

3. Wewenang  

Pengadilan Agama sebagai pengadilan di tingkat Pertama memiliki 

beberapa tugas dan wewenang yakni baik memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan degala perkara dalam lingkup  tingkat pertama dengan subjek 

masyarakat beragama Islam mulai di bidang shadaqah, wakaf, hibah dan wasiat 

mailto:pa.kab.malang@gmail.com
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yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, kewarisan dan perkawinan. Segala 

kewenangan tersebut telah diatur dalam Pasal 49 UU No. 50 tahun 2010 tentang 

Peradilan Agama. 

B. Paparan dan Analisis Data 

1.  Analisis Dampak Dari Perubahan Umur Perkawinan Pasca Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang 

Dispensasi Perkawinan merupakan salah satu perkara jenis perdata yang 

wewenang penyelesaiannya berada di lingkup Pengadilan Agama yakni tepatnya 

dalam lingkup masalah perkawinan.  Adanya UU No. 16 Tahun 2019 memberikan 

suasana baru bagi Lembaga Peradilan tersebut, khususnya bagi para hakim dalam 

menangani kasus Dispensasi Kawin sebagai bentuk dan perwujudan dari 

implementasi peraturan tentang perubahan batas umur perkawinan tersebut. Adanya 

perubahan batas umur perkawinan tersebut memunculkan berbagai dampak,  

khususnya dampak bagi pengadilan sebagai tempat bagi masyarakat dalam mencari 

keadilan. Berikut beberapa dampak perubahan umur perkawinan di Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan 

narasumber: 

a. Peningkatan Perkara Dispensasi Perkawinan Yang Masuk 

Dalam hal ini Peneliti  telah melakukan wawancara kepada salah satu hakim 

di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni Pak Warnita mengenai dampak 

perubahan umur perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.  Adapun menurut beliau yakni : 
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“Setelah berlakunya undang memang betul telah terjadi 

tambahan perkara pesat. Logikanya kenapa, karena dulu saja 

yang 16 tahun sudah banyak yang dispensasi ada, sekarang di 

tambah lagi 3 tahun jadi rata-rata yang sudah 16 tahun dulu 

yang harusnya tidak dispensasi  harus mengajukan dispensasi, 

jelas itu kebanyakannya seperti itu, sekalipun yang 15 tahun 

juga ada tapi rata-rata sekarang yang mengajukan dispensasi 

mulai dari 16 keatas , untuk 15 lebih sedikit, jadi 

peningkatannya cukup signifikan.”
56

 

Jadi menurut beliau bahwa dampak pertama yang ditemukan setelah adanya 

perubahan umur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah adanya 

peningkatan perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama. 

Beliau berpendapat bahwa bahkan dulu ketika batas umur perkawinan masih di atur 

oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan batas 19 tahun untuk seorang 

laki-laki dan 16 tahun untuk seorang perempuan, dengan itu saja masih ada yang 

mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.  

Adapun sekarang telah diganti yang baru yakni Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 yang memberikan tambahan 3 tahun lebih tinggi dari peraturan 

sebelumnya, yakni sama-sama 19 tahun bagi seorang laki-laki dan seorang 

perempuan. Oleh karena itu menimbulkan peningkatan yang cukup signifikan pada 

intensitas perkara dispensasi perkawinan yang masuk  ke Pengadilan Agama, 

khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memiliki cangkupan 

teritorial yang cukup luas. 

Peneliti telah mendapatkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

mengenai jumlah perkara dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang mulai dari beberapa tahun sebelum diberlakukannya Undang-
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Undang Nomor 16 Tahun 2019 hingga setelah berlakunya Undang-Undang tersebut 

yakni sebagai berikut : 

Tabel 4. 1
57

 

 

Data pada Tabel 4.1 diterima dari panitera muda hukum Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang. Dijelaskan tentang statistik jumlah perkara permohonan 

dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang mulai 

dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dari data tersebut dapat di ketahui bahwa telah 

terjadi kenaikan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang dari tahun ke tahun. Secara umum rata-rata faktor yang menyebabkan 

masyarakat mengajukan perkara dispensasi kawin adalah diantaranya karena faktor 

hamil di luar nikah, faktor pendidikan, faktor kekhawatiran orangtua.
 58 

Adapun 

adanya peningkatan perkara tersebut memiliki beberapa faktor atau sebab tertentu 

diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1) Ketidaktahuan Masyarakat Mengenai Undang-Undang Terbaru 

Dikarenakan Rendahnya Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan 

Hukum Masyarakat 

Dalam hasil wawancara peneliti pada Pak Warnita selaku hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menjelaskan mengenai sebab 

dari terjadinya peningkatan perkara tersebut, menurut Pak Warnita bahwa: 

“Masyarakat dibawah itu kan apalagi yang tidak 

menyelesaikan sekolah rata-rata SMP, ada yang 

SMA juga yang akhirnya sudah punya pacar sudah 

mau kawin,  jadi sebabnya ia ingin kawin disamping 

karena sudah punya pacar juga tidak melanjutkan 

sekolah kemudian ditambah dengan 

ketidaktahuannya tentang peraturan terbaru, 

padahal kita juga sudah sampaikan waktu 

pemeriksaan di sidang bahwa ini waktunya adek 

untuk sekolah, tapi dia menjawab bahwa dia sudah 

tidak sekolah melainkan sudah bekerja, jadi mau 

kawin saja. Memang ada yang tidak tau tentang 

peraturan terbaru ini, tapi juga ada yang sudah tau 

tapi tetap mau kawin, tapi juga ada yang karena 

sudah kecelakaan seperti sudah hamil, dan kalau 

sudah begitu kan tetap mau kawin. Jadi ada yang 

karena hamil, ada yang sudah tau tapi tetap ingin 

kawin, ada juga yang benar-benar tidak tau, lagipula 

karena ini kan undang-undangnya relatif baru.”
59

 

Jadi menurut beliau untuk penyebab pertama dari adanya 

peningkatan perkara dispensasi perkawinan adalah disamping karena putus 

sekolah dalam artian kurangnya perhatian masyarakat terhadap pendidikan 

anak, kemudian karena pergaulan anak-anak yang kurang terkendali oleh 

para walinya sehingga menyebabkan terjadinya salah pergaulan, juga 

terdapat faktor lain yakni  karena ketidaktahuan masyarakat mengenai 
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peraturan terbaru tentang batasan umur perkawinan dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019.  

Adanya pengajuan dispensasi kawin sendiri adalah karena adanya 

pelanggaran peraturan atau hukum yang ada yakni peraturan tentang 

batasan umur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 

Salahsatu faktor pelanggaran terjadi di masyarakat adalah kurangnya 

kesadaran hukum yang dimiliki. Yang dimaksud dengan kesadaran hukum 

menurut Soerjono soekanto dimana kesadaran hukum ialah mengenai 

persoalan dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum 

yang diharapakan ada. Kesadaran hukum ialah suatu bentuk kepatuhan 

seseorang pada suatu hukum dalam cakupan secara luas, yakni mengenai 

permasalahan pengakuan, pengetahuan dan penghargaan kepada suatu 

hukum.
60

 

Seperti kita tahu bahwa bila ingin membentuk suatu kepatuhan 

terhadap hukum maka terdapat beberapa faktor yang harus ada, yakni:
61

 

a) Compliance, yakni suatu bentuk kepatuhan yang berdasar pada 

harapan seseorang agar terhindar dari sanksi atau hukuman bila 

melanggar hukum yang ada, tentunya dengan pengawasan yang 

ketat pada kaidah hukumnya. 
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b) Identification, yakni ketika kepatuhan hukum terjadi karena demi 

menjaga hubungan baik dengan pihak yang diberi wewenang 

untuk menegakkan hukum atau bisa dibilang penguasa. 

c) Internalization, yakni ketika kepatuhan hukum terjadi secara 

intrinsik karena demi mendapat imbalan, dimana isinya sesuai 

dengan nilai-nilai yang dimiliki seseorang yang bersangkutan 

tersebut. 

d) Terjaminnya kepentingan dari warga oleh wadah hukum yang ada. 

Problem hukum yang ada di masa kini adalah karena masih 

kurangnya tingkat kesadaran hukum pada masyarakat, yang pada akhirnya 

menimbulkan banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi. Terbukti pada 

kasus perubahan batas umur perkawinan yang berujung menjadikan 

peningkatan perkara dispensasi kawin. Hal tersebut disebabkan karena 

kurangnya kesadaran hukum yang berpengaruh langsung pada kepatuhan 

hukum yang menjadikan banyak pelanggar hukum. Masyarakat tradisional 

yang masih memiliki kesadaran hukum yang rendah pada dasarnya wujud 

kepatuhan hukum mereka didasari bukan karena adanya kesadaran diri 

akan perlunya hukum, melainkan karena permintaan atau bahkan paksaan 

dari pemerintah, kepercayaan yang mereka yakini, ataupun karena aturan 

agama mereka. Jenis masyarakat yang seperti ini lebih cocok dengan 

metode yang mana mengharuskan adanya sanksi ketika terjadi 

pelanggaran hukum (faktor Compliance ), agar dapat terbentuk kesadaran 
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hukum yang akhirnya menimbulkan kepatuha hukum.  Sehingga dengan 

hal tersebut dapat meminimalisir adanya pelanggaran hukum.  

Jadi, adanya ketidaktahuan regulasi yang ada merupakan bentuk 

dari kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat sehingga menjadikan 

masyarakat kurang patuh terhadap hukum. hal tersebut terjadi karena 

kurangnya sosialisasi dan pemeberian edukasi yang merata kepada 

masyarakat, khususnya masyarakat di kalangan bawah dan plosok 

pedesaan. Karena diketahui bahwa wilayah yurisdiksi dari Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang yang cukup luas dimana mencakup hingga 33 

kecamatan. Disamping itu juga tidak terdapatnya sanksi hukum dalam 

pelanggaran peraturan batas umur perkawinan. 

2) Tradisi Masyarakat Mengenai Waktu Perkawinan Sebagai 

Penyebab Peningkatan Perkara Dispensasi Perkawinan 

Adapun penyebab kedua dari timbulnya peningkatan perkara 

dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Pak Warnita dalam hasil 

wawancara peneliti bahwa: 

“Di Indonesia ini sendiri kan ada bulan bulan 

tertentu untuk masa kawin itu, maka di bulan tertentu 

itu kan banyak juga yang kawin, kalau bulan seperti 

bulan shafar kan jarang juga, itu contoh pengaruh 

dari segi sosiologi masyarakat yang lewat beberapa 

tradisi adat di Indonesia. Jadi bahasanya kalau di 

indramayu itu , kalau musim paceklik maka jarang 

yang menikah, tapi kalau musim panen maka banyak 
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pula yang menikah, dan itu juga mempengaruhi 

banyaknya perkara yang masuk.”
62

 

  Menurut beliau bahwa penyebab kedua dari terjadinya 

peningkatan perkara dispensasi perkawinan adalah karena adanya 

pengaruh tradisi atau adat kepercayaan masyarakat. Sebagai contoh 

mengenai adanya bulan-bulan tertentu yang dipercaya oleh beberapa 

masyarakat Indonesia sebagai waktu yang baik untuk menikah. Kemudian 

adapula seperti tradisi dari Indramayu dimana ketika waktunya musim 

paceklik merupakan waktu yang tidak baik untuk menikah, namun ketika 

sudah waktunya musim panen maka menjadi baik untuk waktu menikah. 

Salah satu daerah di Kabupaten Malang yang memiliki tradisi 

tentang seperti itu sebagai contoh di Desa Wonorejo Kecamatan 

Poncokusumo. Terdapat tradisi yang mengatakan bahwa ada larangan 

untuk melakukan perkawinan di bulan suro yang merupakan tradisi 

peninggal dari masyarakat Jawa. Mereka percaya bahwa jika seseorang 

melanggar maka menimbulkan sesuatu yang tidak di inginkan seperti 

memberikan kesengsaraan bagi para calon mempelai dalam mengarungi 

jalan kehidupannya kelak.
63

 

Orang Islam di daerah ini menganggap bahwa bulan suro adalah 

bulan yang mulia dan agung dimana banyak cerita-cerita yang terjadi di 

bulan ini. secara filosofis bahwa perilaku yang dilakukan oleh maysarakat 

tersebut merupakan cerminan dari rasa penghormatan terhadap cerita-
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cerita yang telah terjadi di bulan suro. Mereka percaya bahwa lebih baik 

untuk menggunakan waktu di bulan tersebut untuk merenungi dan 

meneladani tentang kisah-kisah yang terjadi serta tokoh-tokoh yang 

terlibat di dalamnya. Sebagai contoh tentang peristiwa pembantaian 

keturunan dari Nabi Muhammad SAW beserta pera pengikutnya dengan 

ditandai gugurnya Sayyidina Husein pada saat Kekhalifahan Yazid Bin 

Muawiyah.
64

  

Adanya larangan tersebut dapat mempengaruhi intensitas 

masuknya perkara dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan 

Agama. Bila mana telah melewati bulan suro, disamping karena 

kurangnya kesadaran hukum dan ketidaktahuan masyarakat tentang 

adanya regulasi baru tentang batasan umur perkawinan, juga karena 

adanya tradisi yang menentukan waktu baik dan buruknya perlaksanaan 

perkawinan sehingga dapat mendorong masyarakat untuk melaksanakan 

perkawinan secara masal di waktu tertentu. Perilaku masyarakat 

khususnya orang-orang plosok pedesaan seperti itulah menjadikan 

peningkatan perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan 

Agama. 

b. Kesulitan Hakim Dalam Menangani Perkara Dispensasi Perkawina 

Pak Warnita juga menyampaikan mengenai dampak kedua mengenai adanya 

perubahan regulasi mengenai batasan umur perkawinan, beliau menyampaikan bahwa 

: 
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“Problem lain mungkin dari sisi pihak pengadilan sendiri 

dalam mengkondisikan untuk menolak dispensasi kawin itu 

sangat susah sekali, apalagi sudah memenuhi persyaratan 

pernikahan dan hanya kurang umur, kita hanya bisa 

menyarankan kan, memang dengan mengajukan tersebut artinya 

mereka telah siap dan memenuhi persyaratan dan hanya kurang 

umur saja, tapi maunya kita kan sekalipun suda memenuhi 

persyaratan, tapi karena persyaratan umurnya kurang maka 

coba di pikir kembali, di coba untuk menunggu sampai umurnya 

mencukupi disamping juga mempersiapkan segala macam 

kebutuhan baik finansial dan yang lain agar lebih matang, 

namun mereka tidak mau dan tetap ingin menikah.”
65

 

Menurut beliau salah satu dampak yang menjadi masalah bagi hakim yang di 

rasa beliau selama menjabat menjadi hakim adalah mengenai kesulitan dalam 

mengkondisikan untuk menolak memberikan dispensasi perkawinan. Khususnya bagi 

para calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan hanya kekurangan syarat umur 

saja. Tujuan dari para hakim mempertimbangkan untuk menolak memberikan 

dispensasi kawin adalah karena dirasa para calon tersebut kurang siap dalam beberapa 

aspek penunjang kelangsungan pemebentukan keluarga yang baik kelak. Umur juga 

merupakan tolak ukur yang umum dan mudah di lakukan dalam mengukur tingkat 

kesiapan sesorang dalam membina dan mengolah rumahtangga perkawinan, maka 

dari itulah negara menetapkan peraturan batasan umur perkawinan.  

Dalam artian penolakan dilakukan untuk mengamalkan baik nilai-nilai, 

makna, dan tujuan sebenarnya dari adanya peraturan terbaru mengenai batasan umur 

perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.  Demi mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang dalam sisi kedewasaannya, rohaninya, jasmaninya, 

pendidikannya, ekonominya, kematangan reproduksinya serta segala aspek yang 
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menunjang seorang dalam melaksanakan perkawinan telah matang dan siap 

sepenuhnya. Sehingga ketikah telah memasuki jenjang pernikahan mereka dapat 

membina dan membangun keluarga yang ideal dan baik sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan peraturan.  

Tidak sedikit kasus dimana ketika seseorang mengajukan dispensasi kawin ke 

Pengadilan Agama ia telah siap dalam hal segala persyaratan. Namun harapan para 

hakim dan harapan adanya regulasi ini adalah untuk menyadarkan masyarakat akan 

pentingnya umur yang mencukupi. Hakim memberi wejangan dan nasihat kepada 

calon mempelai untuk memilih menunggu dan mau menunda perkawinan mereka 

hingga mereka telah mencukupi umur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun 

hal tersebut sulit dicapai karena beberapa sebab sebagaimana berikut: 

1) Pola Pikir Yang Keras Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat 

Yang Rendah 

Sebagaimana yang dijelaskan Pak Warnita selaku hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam hasil wawancara dengan 

peneliti yakni: 

“Kebanyakan yang menikah di bawah umur rata-

rata orang yang berada di daerah plosok yang 

mana tingkat pendidikannya kurang, sedangkan di 

perkotaan jarang, ada juga yang orang bahkan 

tinggal menunggu dua bulan saja agar dapat 

mencukupi umur,  tapi mereka masih tetap ngotot 

meminta dispensasi kawin, padalah sudah di 

nasehatin untuk nggak usah mengajukan dulu, 

tunggu dua bulan lagi baru menikah tanpa perlu 

mengajukan dispensasi, tapi mereka tetap tidak 

mau, kami menasehati karena kan tanggung dua 

bulan lagi, kemudian klo maksa dispensasi kan 

mereka harus ngurus dengan proses yang lama , 
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artinya dari segi waktu dan juga dari segi finansial 

mereka harus berkorban , tapi karena mereka 

sudah bertekad maka tetap mengajukan , dan itu 

contoh yang tidak ada masalah, dalam artian tidak 

hamil.”
66

 

Beliau menerangkan bahwa mayoritas para calon mempelai yang 

mengajukan permohonan dispensasi perkawinan rata-rata orang dari 

plosok pedesaan, yang artinya kebanyakan dari mereka memiliki tingkat 

pendidikan yang kurang memadai. Karena hal tersebut menjadikan pola 

pikiran dan minset mereka tentang masa depan kurang maju dan matang 

dibandingkan dengan orang-orang di perkotaan yang rata-rata 

berpendidikan mencukupi. Disamping itu juga dari segi jangkauan 

komunikasi dan edukasi serta informasi seperti penyuluhan regulasi 

terbaru, orang-orang di pedesaan lebih sulit dan lambat untuk 

menerimanya.  

Permasalahan tersebut menjadikan faktor pertama dari sulitnya 

para hakim dalam mengkondisikan untuk menolak memeberikan 

permohonan dispensasi perkawinan kepada para calon mempelai 

khususnya yang berasal dari plosok pedesaan. Meskipun telah 

diupayakan nasehat berkali-kali, namun dengan pola pikir dan minset 

mereka yang kurang terbuka dan minimnya informasi dan edukasi 

pengetahuan yang mereka terima, maka menjadikan mereka kurang 

menerima saran dari pihak Pengadilan Agama dan tetap meminta 

dispensasi perkawinan yang mereka ajukan.  
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2) Karena Hamil Duluan 

Adapun faktor kedua penyebab para hakim Pengadilan Agama 

sulit dalam mengkondisikan penolakan pemberian dispensasi kawin 

menurut Pak Warnita adalah: 

“... tapi juga ada yang karena sudah kecelakaan 

seperti sudah hamil itu, dan kalau sudah begitu kan 

tetap mau kawin, mereka kalau sudah ngajukan 

dispensasi maka mereka sudah tidak bergeming 

lagi.”
67

 

Beliau menjelaskan bahwa sebab lain dari sulitnya hakim dalam 

menolak memberikan dispensasi Perkawinan adalah ketika calon 

mempelai telah mengalami kecelakaan, yang dimaksud hal tersebut 

adalah telah hamil duluan.  

Hakim sebagai penegak keadilan di Pengadian Agama memiliki 

kewajiban untuk mengkonstatir benar tidaknya peristiwa/fakta yang 

diajukan para pihak; mengkwalifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti 

benar; dan mengkonstituir yakni menetapkan hukumnya dan kemudian 

masukkan dalam amar putusan.
68

 Dalam kasus ini ketika hakim telah 

melalui berbagi pertimbangan maka pertimbangan tersebut secara garis 

besar adalah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan 

menyelamatkan baik ibu juga anak yang telah dihamilinya.  

Putusan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin bagi calon 

mempelai yang telah hamil duluan adalah demi menghindari mudhorot 
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yang sudah pasti akan terjadi dari pada mudhorot yang belum pasti 

terjadi sebagaimana sesuai dengan kaidah hukum Islam:  

  وػلٖ رياؽٓ اٌىفبسل فبهرىت اِكنى ٘ٓ اٌىفبسل

“Lawannya, jika bertabrakan antara mudharat 

(bahaya) satu dengan lainnya maka diambil 

mudharat yang paling kecil dan ringan.” 

Mudhorot yang sudah pasti terjadi adalah bagi ibu maka harus 

dijaga kestabilan mentalnya agar tidak berdampak buruk pada janin yang 

dikandungnya. Kemudian sang bayi pun juga harus memiliki 

perlindungan hukum ketika ia lahir kelak yakni dengan memperjelas 

identitas ibu dan ayahnya. Adapun mudhorot yang belum pasti terjadi 

yaitu tentang kondisi baik atau buruknya masa depan keluarga tersebut 

bila terlanjur terbentuk. Hakim haruslah memilih antara mengabulkan 

atau menolak dispensasi kawin tersebut karena keduanya sama-sama 

beresiko, namun dengan ini hakim mengambil resiko yang lebih kecil 

diantara dua resiko tersebut dengan mengabulkan permohonan 

dispensasi.
69

 

2. Upaya dan Solusi Problematika Perubahan Umur Perkawinan Pasca 

Berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang 
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Perubahan batas umur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 telah menimbulkan beberapa problem atau masalah sebagaimana yang telah 

dipaparkan dalam analisis sebelumnya. Adapun untuk merespon berbagai masalah 

tersebut yakni dengan menghadirkan upaya dan solusi untuk menyelesaikannya 

sebagaimana berikut:  

a) Upaya Dan Solusi Dari Peningkatan Perkara Dispensasi 

Perkawinan Yang Masuk 

Hasil dari wawancara peneliti kepada Pak Warnita selaku hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat beberapa upaya dan solusi 

yang telah dikemukakan oleh beliau. Untuk masalah pertama yakni dengan 

adanya perubahan batasan umur tersebut telah berdampak pada peningkatan 

jumlah perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama, beliau 

menjelaskan tentang upaya yang telah dilakukan sebagaimana dalam 

wawancara yakni: 

“Untuk upaya kan sebenarnya kami bersifat pasif, 

dalam artian jika ada perkara masuk, maka tidak boleh 

ditolak. Namun memang ada upaya kita dalam 

masalah ini, kebetulan kita kan ada forum atau 

istilahnya penyuluhan hukum di Pemda , kita memberi 

penyuluhan tentang undang-undang yang baru kepada 

masyarakat, nanti ada salahsatu teman kita hakim 

disana memberi edukasi. itulah bentuk upaya kita yang 

dari kita bukan hanya sekedar menyampaikan 

informasi tapi juga mengupayakan penyuluhan, serta 

memberikan edukasi tentang undang-undang terbaru 

mengenai umur perkawinan  kepada masyarakat.”
70
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Menurut beliau bahwa telah ada upaya yang di lakukan dari 

Pengadilan Agama sendiri yakni dengan pembentukan suatu forum 

penyuluhan hukum di Pemda. Isi penyuluhan tentang beberapa edukasi dan 

informasi terbaru. Salahsatunya yakni tentang Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 tersebut dengan disampaikan oleh beberapa hakim dari 

Pengadilan Agama. Menurut beliau kegiatan tersebut bukan hanya sekedar 

menyampaikan informasi saja, tapi memang benar-benar bentuk 

pengupayaan melalui penyuluhan. Kemudian menjelaskan secara edukatif 

sehingga benar-benar dapat dipahami dengan harapan disamping sebagai 

bentuk cara kita dalam mengimplementasikan regulasi baru tersebut dengan 

maksimal. Juga diharap bisa menyadarkan dan memahamkan serta 

memberikan contoh tentang bentuk pensosialisasian kepada masyarakat. 

Dengan harapan kegiatan tersebut akan ditiru dan diteruskan penyebar 

luasan sosialisasinya hingga merata, seperti keplosok-plosok desa yang 

mungkin belum bisa dicapai oleh pemerintah. 

Namun dari sisi lain di Kabupaten Malang terdapat lembaga 

tersendiri yang secara khusus menangani upaya-upaya penyuluhan dan 

penyebarluasan suatu regulasi terbaru, diantaranya adalah seperti BIMAS 

Islam, KUA, dan para penyuluh yang diangkat Kementerian Agama. Dalam 

prosesnya bahwa dimulai dari Program yang dilakukan oleh BIMAS Islam 

yang dilaksanakan melalui KUA, kemudian KUA menggunakan para 

penyuluh tersebut. Para penyuluh yang pekerjaannya khusus sebagai 

penyuluh akan lebih efektif karena bisa fokus dan lebih maksimal dalam  
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menyebarluaskan program penyuluhan regulasi terbaru tersebut. Adapun 

Pemda memang juga berperan dalam penyuluhan, tetapi tidak terlalu intens.  

Memang jika dilihat dari perkembangan tiap bulannya sebagaimana 

dalam data statistik perkara dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang, maka akan terlihat semakin meningkat. Kemudian Pak 

Warnita menambahkan dalam hasil wawancara peneliti tentang pandangan 

beliau mengenai solusi dalam problem ini, yakni: 

 “Untuk peningkatan sendiri, karena peraturan ini kan 

baru , maka ini masih melalui masa transisi, seperti 

jaman dulu juga waktu pertama ada peraturan usia 16 

bagi wanita, banyak orang yang juga belum terbiasa , 

setelah lama di berlakukan baru masyarakat 

menyadari dan beradaptasi, jadi peraturan ini pun 

juga sama , mungkin nanti kedepannya ini pun juga 

akan berkurang.”
71

 

Menurut pandangan Pak Warnita bahwa mengenai masalah 

peningkatan perkara dispensasi kawin dapat ditangani atau solusi yang baik 

adalah dengan berjalannya waktu. Artinya peraturan baru dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini masih mengalami masa transisi dan 

masih beradaptasi di tengah masyarakat Indonesia.  Sebagaimana peraturan 

tentang batasan umur perkawinan sebelumnya yakni dalam Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur untuk laki-laki 19 

tahun sedangkan untuk perempuan 16 tahun. Peraturan sebelumnya tersebut 

juga membutuhkan waktu untuk bisa di terima di lingkungan masyarakat 

Indonesia. 
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Jika dilihat dari lajur sejarah pembentukannya, pemikiran tentang 

perlunya pembentukan Undang-Undang Perkawinan telah mucul sejak 

zaman penjajahan Belanda.  Dalam riwayat sejarah tercatat bahwa RUU 

yang nantinya akan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan tersebut selain untuk tujuan kodifikasi dan unifikasi Hukum 

Islam tentang Perkawinan juga untuk memperbaiki situasi dan kondisi 

masyarakat di Indonesia kala itu dengan menetapkan beberapa poin yakni : 

1) Pengakuan anak, kedudukan sah atau tidaknya seorang anak, 

mengatur hak dan kewajiban para orangtua terhadap anak-anak 

mereka, mengangkat dan mengesahkan seorang anak, pencabutan 

kekuasaan orang tua dan wali. 

2) Kedua belah pihak harus berkemauan bulat sebelum melaksanakan 

perkawinan, menetapkan batasan umur diatas 18 bagi laki-laki dan 15 

bagi perempuan untuk mencegah terjadinya kebiasaan kawin paksa.  

3) Baik harta yang diperoleh selama perkawinan ataupun harta bawaan 

akan menjadi milik bersama suami dan istri. 

4) Mengizinkan adanya pernikahan poligamai manakala hukum agama 

dari orang yang bersangkutan memperbolehkannya serta harus diatur 

sedemikian supaya terpenuhinya syarat keadilan.  

5) Seimbangnya kedudukan dan hak-hak yang di miliki suami dan istri 

dalam lingkungan baik rumah tangga maupun dalam lingkungan 

masyarakat. 
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6) Pengadilan Negri yang mengatur keputusan perceraian, sesuai dengan 

alasan-alasan tertentu, tentang masalah rujuk dan talak diatur oleh  

hukum syari‟at Islam.
 72

 

Jika dilihat dari poin kedua dalam tujuan RUU diatas dapat kita lihat 

bahwa pada masa itu telah ada kebiasaan dalam masyarakat Indonesia 

tentang kawin paksa pada anak-anak di usia muda. Adanya pembentukan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut salah satu tujuannya adalah 

untuk menghilangkan kebiasaan tersebut, dan kita tahu bahwa Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berlaku selama 45 tahun lamanya 

hingga pada tahun 2019 baru terjadi perubahan peraturan batasan umur 

perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini 

menunjukkan adanya kebutuhan waktu dalam proses implementasinya dan 

perlu adanya masa transisi dan adaptasi yang lama agar masyarakat terbiasa 

dan menerima peraturan tersebut.  Maka begitu pula dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dimana juga membutuhkan waktu dan 

masa trasisinya sendiri agar masyarakat Indonesia dapat beradaptasi 

dengannya. 

b) Upaya Dan Solusi Dari Kesulitan Hakim Dalam Menangani Perkara 

Dispensasi Kawin 

Mengenai upaya dan solusi pada problem atau masalah kedua yakni 

tentang sulitnya hakim dalam mengkondisikan untuk menolak memberikan 

dispensasi perkawinan bagi calon mempelai maka sebagaimana yang telah 
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di jelaskan oleh Pak Warnita sebelumnya bahwa pihak Pengadilan Agama 

pastinya bersifat pasif dalam masalah yang berhubungan dengan perkara 

yang masuk. Artinya jika ada perkara masuk maka tidak boleh di tolak, 

olehkarenanya hanya bisa menjalankan sesuai dengan administrasi Perma 

No.5 Tahun 2019 dengan harapan dapat menekan tingkat pemebrian 

dispensasi perkawinan. Namun memang ada beberapa kondisi yang bisa 

dikatakan sebagai bentuk upaya untuk mengatasi masalah ini sebagaimana 

dalam hasil wawancara peneliti Pak Warnita yakni: 

“Mungkin untuk sekarang dengan memberikan 

persyaratan yang lebih ketat dibanding yang dulu, 

contoh kalau sekarang kan harus ada surat tes 

kesehatan yang di keluarkan baik dari puskesmas 

ataupun klinik yang menyatakan bahwa dia itu benar-

benar sehat atau bisa juga pernyataan kalau dia telah 

mengandung, yang jelas mereka melampirkan hal 

tersebut. kalau dulu memang tetap ditanya mengenai 

kondisi tersebut tapi ndak sampai harus melampirkan 

bukti seperti itu.”
73

 

Menurut Pak Warnita upaya yang telah ada yakni dengan 

memperketat persyaratan dalam pengajuan perkara dispensasi perkawinan. 

Sebagai contoh dengan memberikan persyaratan adanya surat kesehatan 

yang dilampirkan dalam berkas pengajuan pemohon yang didapat baik dari 

puskesmas ataupun klinik yang didalamnya menyatakan bahwa kedua calon 

mempelai benar-benar sehat atau bisa juga tentang pernyataan bahwa calon 

mempelai perempuannya telah mengandung. Berbeda dengan dulu yang 

mana permasalahan itu memang tetap di periksa dan di tanyakan oleh hakim, 
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akan tetapi tidak sampai perlu adanya lampiran bukti sebagaimana peraturan 

sekarang. 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 juga telah 

memperjelas tentang pengetatan persyaratan dan proses dispensasi kawin. 

Dalam Pasal 14 hingga 16 telah di jelaskan mengenai hal-hal yang harus di 

periksa oleh hakim termasuk persyaratan bukti surat tes kesehatan para calon 

mempelai. Pada Pasal 16 bahwa ketika memeriksa anak hakim dapat :
 74

 

1) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua ; 

2) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio 

visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain ; 

3) Menyarankan agar anak didampingi Pendamping ; 

4) Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja 

Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan 

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ; dan 

5) Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan 

anak, dalam hal dibutuhkan. 

Jadi tujuan dari Mahkamah Agung menerbitkan pengaturan tentang 

administrasi untuk dispensasi kawin tersebut adalah untuk memberikan 

dorongan agar para hakim tidak lagi mudah memberikan dispensasi kawin. 

Kemudian dengan adanya Peraturan tersebut menunjukkan adanya bentuk 

nyata dari pengekangan dan pembatasan terhadap dispensasi kawin 
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meskipun masih ada peluang dengan adanya kewenangan pemberian 

dispensasi oleh Pengadilan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dengan melaksanakan wawancara pada 

narasumber dan menganalisis data-data yang telah didapat tentang Problem 

Perubahan Umur Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka peneliti mendapat kesimpulan 

yakni: 

1. Dampak dari perubahan umur perkawinan yang terjadi pasca berlakunya UU No. 

16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu: 

a. Terjadinya peningkatan perkara dispensasi kawin yang masuk yang cukup 

signifikan. Penyebab dari peningkatan tersebut dikarenakan ketidak tahuan 

masyarakat tentang regulasi yang baru dikarenakan kesadaran hukum dan 

kepatuhan hukum yang rendah dari masyarakat khususnya daerah plosok 

pedesaan. Kemudian juga masih terdapatnya beberapa tradisi masyarakat yang 

dapat mempengaruhi intensitas perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. 

b. Kesulitan para Hakim dalam mengkondisikan untuk menolak memberikan 

dispensasi kawin. Bahwa penolakan dilakukan dengan  tujuan agar 

terpenuhinya makna dan tujuan sebenarnya dari adanya regulasi baru tentang 

batasan umur perkawinan tersebut. Penyebabnya yakni kurangnya tingkat 

pendidikan masyarakat khusunya plosok pedesaan, kemudian juga karena 
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hamil duluan sehingga memilih untuk mengabulkan dispensasi kawin demi 

menghindari kemudharatan yang lebih besar. 

2. Upaya dan solusi dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menangani 

probelamtika yang terjadi yakni: 

a. Upaya dari Pengadilan Agama terhadap peningkatan perkara dispensasi 

kawin yang masuk yang disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat 

tentang regu;asi terbaru yaitu dengan membentuk suatu forum penyuluhan 

hukum yang diadakan di Pemda, dengan tujuan sebagai bentuk implementasi 

secara maksimal dari Pengadilan Agama. Kemudian solusi menurut 

pandangan hakim yakni dibutuhkan adanya masa transisi untuk regulasi yang 

baru ini agar dapat terbentuk kesadaran dan kepatuhan hukum oleh 

masyarakat secara merata.  

b. Adapun untuk problem mengenai kesulitan hakim dalam mengkondisikan 

penolakan pemberian dispensasi kawin, Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang berupaya dengan memperketat persyaratan dalam mengajukan 

dispensasi kawin agar masyarakat tidak mudah mengajukan dispensasi 

kawin, sebagai contoh mengharuskan pihak pemohon untuk memberikan 

bukti surat tes kesehatan. Untuk solusi menurut pandangan hakim karena 

Pengadilan Agama bersifat pasif, maka jika ada perkara masuk tidak boleh 

ditolak, olehkarenanya hanya dapat menjalankan sesuai dengan administrasi 

Perma No.5 Tahun 2019 dengan harapan dapat menekan tingkat pemberian 

dispensasi perkawinan. 
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B. Saran 

Berkaitan dengan hasil dari penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa 

saran dan masukan yang mungkin perlu di perhatikan yakni bagi Pemerintah untuk 

lebih meningkatkan usaha dalam mensosialisasikan suatu regulasi yang baru sebelum 

diberlakukannya regulasi tersebut. Kabupaten Malang pada dasarnya memiliki  

lembaga tersendiri yang secara khusus menangani upaya-upaya penyuluhan dan 

penyebarluasan suatu regulasi terbaru, diantaranya adalah seperti BIMAS Islam, 

KUA, dan para penyuluh yang diangkat Kementerian Agama. Dalam prosesnya 

bahwa dimulai dari Program yang dilakukan oleh BIMAS Islam yang dilaksanakan 

melalui KUA, kemudian KUA menggunakan para penyuluh tersebut. Para penyuluh 

yang pekerjaannya khusus sebagai penyuluh akan lebih efektif karena bisa fokus dan 

lebih maksimal dalam  menyebarluaskan program penyuluhan regulasi terbaru 

tersebut. Adapun Pemda memang juga berperan dalam penyuluhan, tetapi tidak 

terlalu intens.  

Diperlukan pula adanya keterangan yang jelas mengenai penghargaan dan 

sanksi dalam sebuah regulasi. Karena dengan melakukan hal tersebut dapat 

memberikan pemahaman tentang kesadaran hukum dalam masyarakat yang mana 

dapat membedakan mana yang harus di lakukan dan tidak boleh dilakukan. Sehingga 

dapat terbentuknya kesadaran hukum dalam minset pola pikir masyarakat supaya mau 

mengikuti dan mematuhi hukum tersebut,  khususnya masyarakat di daerah plosok 

pedesaan yang mana memiliki tingkat pendidikan yang kurang di bandingan 

masyarakat di perkotaan. Jika tidak di lakukan hal tersebut maka akan sulit bagi suatu 

regulasi yang diterapkan dalam masyarakat untuk bisa mewujudkan tujuan dan 
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harapan dari adanya regulasi tersebut. Dibutuhkan waktu yang lebih lama, dalam 

artian masa transisi bagi masyarakat untuk bisa menerima dan terbiasa dengan 

regulasi tersebut.   
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